
 

 

PENERAPAN KEBIJAKAN DENDA KETERLAMBATAN 

PEMBAYARAN BAGI  KESEJAHTERAAN KONSUMEN PDAM UNIT 

TIRTA KHAYANGAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  

Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

PANJI AHMAD 

NIM: 2110102037 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

 FAKULTAS SYARIAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI  

1446H/2025 



 

 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERSEMBAHAN DAN MOTTO 

 

Persembahan  

Dengan rasa syukur yang mendalam dan hati yang penuh haru, karya ini 

kupersembahkan kepada orang-orang terkasih yang telah menjadi bagian tak 

tergantikan dari setiap langkah dalam perjalanan hidupku: Untuk Ayahku tercinta, 

Muhammad Nizam, sosok bijak yang tak pernah lelah mengajarkan arti tanggung 

jawab, yang dalam diamnya menyimpan sejuta doa dan harapan, yang setiap peluh 

dan letihnya adalah bukti cinta yang tak banyak diucapkan, tapi selalu terasa. 

Terima kasih, Ayah, atas kekuatan dan keteladanan mu yang menjadi pijakan 

langkahku hingga saat ini. Untuk Ibuku tersayang, Etawati, wanita luar biasa yang 

mencinta tanpa syarat, yang setiap doanya menjadi pelindung dalam diam, yang 

senyumnya menjadi semangat di kala aku hampir menyerah. Ibu, terima kasih atas 

kesabaranmu yang tiada batas, atas cinta dan doa yang tak pernah henti 

mengiringiku. Dan untuk adikku tercinta, Ratu Jenita, cahaya kecil dalam keluarga 

yang selalu membawa tawa dan harapan. Kehadiranmu memberi warna dalam 

hari-hariku, dan menjadi pengingat bahwa aku harus terus menjadi contoh yang 

baik untukmu. Terima kasih atas dukungan dan cinta yang kau berikan dengan 

cara yang sederhana namun berarti. Karya ini bukanlah akhir, melainkan salah 

satu bentuk rasa terima kasihku yang tak seberapa dibandingkan dengan apa yang 

telah kalian berikan. Semoga kalian bangga, karena di balik setiap huruf dan usaha 

dalam karya ini, ada cinta untuk kalian yang selalu kuletakkan di tempat paling 

istimewa dalam hati. 

 

Motto 

رِْ مَعَْ وَإِنْ  ظَفِرَ، صَبرََْ وَمَنْ  وَجَدَ، جَدْ  مَنْ  رًا ال عسُ  يسُ   

 

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, 

Siapa yang bersabar pasti akan menang, 

Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
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Alhamdulillahirobbil‟alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

Swt, berkat rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah skripsi dengan judul 

―Penerapan Kebijakan Denda Keterlambatan Pembayaran Bagi Kesejahteraan 

Konsumen Pdam Unit Tirta Khayangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah‖ telah 

selesai. Shalawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad saw, 

beserta sahabat dan keluarganya yang telah memperjuangkan dan menegakkan 

agama Islam. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu 

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dengan jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah, sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis 

dalam menyelesaikan perkuliahan S.1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kerinci. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa pengetahuan dan 

ilmu penulisan sangat terbatas, sehingga skripsi ini penulis rasa masih sangat jauh 

dari kesempurnaan, namun segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis 

miliki serta berkat bimbingan dari berbagai pihak akhirnya banyak kendala yang 

teratasi. Atas bantuan dan bimbingan serta petunjuk yang penulis terima, maka 

pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada Yth:  

Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si. selaku Rektor IAIN Kerinci yang telah 

memberikan wadah bagi penulis untuk menimba ilmu di IAIN Kerinci.  

Wakil Rekror I, II, dan III yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada 

penulis.  



 

 

Dekan dan Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III Fakultas Syariah 

IAIN Kerinci yang turut memberikan saran dan masukan yang dibutuhkan 

dalam penulisan Skripsi ini.  

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Konsultan yang secara tidak 

langsung telah membantu dari proses awal Skripsi ini dikerjakan hingga 

selesai.  

Pembimbing Akademil (PA) yang ikut serta berperan dalam penulisan Skripsi ini 

dan membantu membimbing Penulis selama perkuliahan di IAIN Kerinci.  

Bapak Dr.H.Arzam,M.Ag Sebagai pembimbing dalam penulisan Skripsi ini, yang 

penuh kerelaan hati telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas ini.  

Kepala Perpustakaan dan Pegawai Perpustakaan yang telah membantu penulisan 

dala memenuhi literatur-literatur yang penulis butuhkan selama prkuliahan dan 

penyelesaian penulisan Skripsi ini.  

Bapak dan Ibuk Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah 

memberikan Ilmu Pengetahun yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam 

masa penyusunan skripsi maupun masa perkuliahan.  

Kepada Orang Tua Tercinta Kepada Ayahanda Muhammad Nizam, 

sosok yang mengajarkan arti keteguhan dan kerja keras. Ayah adalah panutan 

dalam bersikap dan berjuang. Terima kasih atas setiap butir nasihat yang terus 

hidup dalam langkah ini, dan atas dukungan yang tiada henti meski sering tak 

terucap. Kepada Ibunda Etawati, sumber kasih sayang yang tidak pernah 

kering, pelindung dalam diam, dan pendoa setia dalam tiap sujud. Ibu, terima 



 

 

kasih atas kesabaran, pelukan penguat, dan cinta yang menjadi cahaya dalam 

gelapku. Untuk adik tercinta, Ratu Jenita, terima kasih telah menjadi 

penyemangat, penghibur, sekaligus pengingat bahwa perjuanganku bukan 

hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk menjadi contoh yang baik bagimu. 

Hadirmu adalah anugerah yang indah dalam hidupku. 

Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil yang tidak 

mungkin penulis sebutkan satu persatu.  

Terakhir terima kasih untuk diri sendiri terima kasih telah bertahan. 

Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah saat semua terasa berat. 

Terima kasih telah percaya bahwa segala jerih payah ini akan bermakna. 

Mungkin langkah ini belum sempurna, tapi kau sudah melangkah sejauh ini dan 

itu sudah luar biasa. 

Mudah-mudahan Allah Swt membalas dan melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya atas jerih payah dan bantuannya dalam membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan itu 

mendapat imbalan dari Allah Swt. Demikian pula skripsi ini, semoga 

bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir maupun melaksanakan 

tugas sebagai mahasiswa dan semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha 

Allah Swt.  

Sungai Penuh, 4 April 2025  

Penulis  
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ABSTRAK 

 

 

Kebijakan denda keterlambatan pembayaran terhadap kesejahteraan konsumen di 

PDAM Unit Tirta Khayangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Latar 

belakang penelitian ini didasarkan pada adanya praktik pengenaan denda oleh 

perusahaan penyedia air bersih yang dinilai perlu ditinjau kembali kesesuaiannya 

dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba dalam ekonomi 

syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 

dengan pihak PDAM, konsumen, dan ahli hukum ekonomi syariah, serta studi 

dokumentasi terhadap kebijakan perusahaan dan literatur terkait. Analisis data 

dilakukan secara induktif, dengan merujuk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah 

dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan denda 

keterlambatan yang diterapkan PDAM Unit Tirta Khayangan masih mengandung 

unsur yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya terkait 

unsur penalti yang bersifat tetap tanpa mempertimbangkan kondisi konsumen. 

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, pemberlakuan denda semestinya 

diarahkan untuk mendidik, bukan semata-mata untuk menghukum, serta 

mempertimbangkan asas keadilan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, 

dibutuhkan perumusan ulang kebijakan denda dengan pendekatan yang lebih 

humanis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. 

 

 

Kata Kunci: Denda, Konsumen, Kesejahteraan, Hukum Ekonomi Syariah, PDAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Late payment fine policy on consumer welfare at PDAM Unit Tirta Khayangan 

from the perspective of sharia economic law. The background of this study is 

based on the practice of imposing fines by clean water providers which is 

considered necessary to review its suitability with the principles of justice, 

welfare, and prohibition of usury in sharia economics. This study uses a 

qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data collection 

techniques are carried out through interviews with PDAM, consumers, and sharia 

economic law experts, as well as documentation studies of company policies and 

related literature. Data analysis is carried out inductively, by referring to the 

principles of fiqh muamalah and maqashid sharia. The results of the study 

indicate that the late fine policy implemented by PDAM Unit Tirta Khayangan 

still contains elements that have the potential to conflict with sharia principles, 

especially related to the element of penalties that are fixed without considering 

consumer conditions. From the perspective of sharia economic law, the imposition 

of fines should be directed to educate, not merely to punish, and consider the 

principles of justice and public welfare. Therefore, it is necessary to reformulate 

the fine policy with a more humanistic approach and in accordance with sharia 

values. 

 

Keywords: Fines, Consumers, Welfare, Sharia Economic Law, PDAM 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Di era modern ini, kebutuhan akan layanan publik se$pe$rti air 

be$rsih te$lah me$njadi ke$butuhan po$ko$k bagi masyarakat. PDAM 

(Pe$rusahaan Dae$rah Air Minum) se$bagai pe$nye$dian layanan air be$rsih 

me$miliki pe$ran pe$nting dalam me$mastikan se$tiap warga ne$gara 

me$ndapatkan akse$s te$rhadap air yang layak dan be$rke$lanjutan. Namun, 

dalam upaya me$njaga ke$be$rlanjutan layanan, PDAM ke$rap me$nghadapi 

tantangan, te$rutama te$rkait de$ngan keterlambatan pe$mbayaran tagihan air 

o$le$h ko$nsume$n. Untuk mendorong ko$nsume$n me$mbayar te$pat waktu, 

banyak PDAM me$ne$rapkan ke$bijakan de$nda ke$te$rlambatan se$bagai 

me$kanisme$ pe$nge$ndalian (Mutho$har, 2017). 

Pe$rspe$ktif hukum e$ko$no$mi syariah, pe$ne$rapan de$nda 

ke$te$rlambatan pe$mbayaran pada layanan publik se$pe$rti PDAM 

(Pe$rusahaan Dae$rah Air Minum) me$me$rlukan kajian yang ce$rmat. 

Hukum Islam se$cara umum me$larang praktik riba, yang me$ncakup 

pe$ne$rapan bunga atau tambahan dalam utang yang tidak be$rbasis transaksi 

riil. De$ngan kata lain, me$nambah biaya atas ke$te$rlambatan pe$mbayaran 

bisa dianggap se$bagai riba jika dianggap se$bagai ke$untungan bagi 

pe$mbe$ri layanan dari ke$te$rlambatan ko$nsume$n. (Al umur, 1989) 

Namun, dalam be$be$rapa pandangan, te$rmasuk dalam mazhab fikih 



 

 

ko$nte$mpo$re$r, de$nda ke$te$rlambatan bisa dipe$rbo$le$hkan dalam ko$nte$ks 

te$rte$ntu, asalkan de$nda se$baiknya be$rfungsi se$bagai be$ntuk sanksi untuk 

me$ndo$ro$ng ke$patuhan  te$rhadap  ke$wajiban  pe$mbayaran  te$pat  waktu,  

bukan  se$bagai ke$untungan tambahan bagi pihak PDAM. De$ngan 

de$mikian, de$nda harus dimanfaatkan untuk ke$pe$ntingan umum, misalnya 

dialo$kasikan untuk ke$giatan so$sial atau o$pe$rasio$nal pe$layanan, agar tidak 

me$nimbulkan unsur riba. 

Pandangan hukum Islam, ke$bijakan de$nda atas ke$te$rlambatan 

pe$mbayaran tagihan PDAM harus ditinjau dari pe$rspe$ktif syariah agar 

tidak me$langgar prinsip-prinsip dasar, se$pe$rti larangan riba, 

ke$mashlahatan, dan ke$adilan. Larangan Riba dalam Islam, Islam de$ngan 

te$gas me$larang praktik riba, yang me$ncakup tambahan yang dibe$bankan 

pada utang kare$na ke$te$rlambatan pe$mbayaran. Dalam Al-Qur‘an, Allah 

be$rfirman, “Allah te$lah me$nghalalkan jual be$li dan me$ngharamkan 

riba” (QS. Al-Baqarah: 275). Jika de$nda ke$te$rlambatan hanya be$rtujuan 

me$ngambil ke$untungan tambahan dari ko$nsume$n, hal ini dapat dianggap 

se$bagai riba, yang be$rte$ntangan de$ngan prinsip-prinsip syariah. Prinsip 

ke$mashlahatan (ke$se$jahte$raan), Hukum Islam me$ne$kankan pe$ntingnya 

ke$mashlahatan atau ke$se$jahte$raan umum dalam pe$ne$rapan ke$bijakan 

e$ko$no$mi, te$rmasuk dalam pe$ne$rapan de$nda ke$te$rlambatan pe$mbayaran. 

Kaidah fiqih me$nyatakan bahwa “se$gala be$ntuk ke$rugian harus 

dihilangkan” (Al-dharar yuzal).^2^ Jika de$nda te$rlalu tinggi dan 

me$mbe$ratkan ko$nsume$n yang kurang mampu, ke$bijakan te$rse$but 



 

 

dianggap tidak me$me$nuhi ke$mashlahatan dan ke$se$jahte$raan so$sial yang 

diharapkan dalam Islam.(Muto$to$har, 2007) 

De$nda se$bagai alat disiplin, bukan untuk Ke$untungan dalam 

be$be$rapa pandangan syariah, de$nda ke$te$rlambatan dapat dite$rima jika 

tujuannya adalah untuk me$ndisiplinkan pe$mbayaran dan bukan untuk 

me$ncari ke$untungan tambahan bagi pe$rusahaan. Me$nurut kaidah fiqih, 

“Se$tiap tindakan dinilai be$rdasarkan tujuannya” (Al-umur 

bimaqasidiha). O$le$h kare$na itu, se$baiknya dana dari de$nda digunakan 

untuk ke$pe$ntingan so$sial, se$pe$rti pe$rbaikan layanan atau subsidi bagi 

ko$nsume$n kurang mampu, daripada untuk laba pe$rusahaan. Ke$mudahan  

bagi  Ko$nsume$n  yang  me$ngalami  ke$sulitan  e$ko$no$mi Islam 

me$ngajarkan pe$ntingnya ke$mudahan bagi me$re$ka yang me$ngalami 

ke$sulitan finansial. Al-Qur'an me$nyatakan: “Dan jika (o$rang yang 

be$rutang itu) dalam ke$sukaran, maka be$rilah tangguh sampai dia 

me$mpunyai ke$lapangan” (QS. Al-Baqarah: 280). O$le$h kare$na itu, 

se$baiknya PDAM me$mpe$rtimbangkan ke$ringanan atau pe$nghapusan 

de$nda bagi ko$nsume$n yang be$nar-be$nar tidak mampu me$mbayar te$pat 

waktu, se$hingga se$suai de$ngan prinsip ke$adilan dan kasih sayang dalam 

Islam.(Bukho$ri, 2009) 

Prinsip syariah, transparansi dan pe$rse$tujuan adalah aspe$k pe$nting 

dalam se$tiap akad atau pe$rjanjian. Ko$nsume$n harus me$nge$tahui dan 

me$nye$tujui aturan de$nda ke$te$rlambatan se$jak awal layanan dimulai. Hal 

ini untuk me$mastikan bahwa ko$nsume$n me$mahami tanggung jawabnya 



 

 

dan me$rasa adil dalam pro$se$s te$rse$but. Kaidah fiqih me$nyatakan 

pe$ntingnya “ke$se$pakatan di awal se$bagai kunci ke$adilan dalam akad”. 

De$nda yang dite$rapkan harus te$tap me$mpe$rtimbangkan ke$se$jahte$raan 

dan ke$mampuan ko$nsume$n, te$rutama bagi me$re$ka yang me$miliki 

ke$te$rbatasan e$ko$no$mi. Dalam hukum Islam, aspe$k ke$maslahatan 

(ke$se$jahte$raan) dan ke$adilan so$sial me$njadi prinsip dasar yang pe$rlu 

diutamakan dalam ke$bijakan e$ko$no$mi. Dalam ko$nte$ks syariah, suatu 

transaksi atau ke$bijakan yang me$libatkan de$nda pe$rlu dise$pakati se$cara 

transparan se$jak awal antara ko$nsume$n dan pe$mbe$ri layanan. De$ngan 

de$mikian, ko$nsume$n me$nge$tahui ko$nse$kue$nsi dari ke$tidakpatuhan 

te$rhadap ke$wajiban pe$mbayaran dan tidak me$rasa dirugikan o$le$h de$nda 

te$rse$but. (Basri, 2013) 

Dalam hukum e$ko$no$mi syariah, pe$ne$rapan ke$bijakan de$nda 

ke$te$rlambatan pe$mbayaran o$le$h PDAM larangan unsur riba dalam de$nda 

ke$te$rlambatan hukum Islam me$larang riba, yaitu pe$nambahan jumlah 

utang yang tidak be$rbasis pada transaksinya. Dalam kasus de$nda 

ke$te$rlambatan, hal ini bisa dianggap se$bagai pe$nambahan atas ke$wajiban 

pe$mbayaran ko$nsume$n yang be$lum lunas. O$le$h kare$na itu, ke$bijakan 

de$nda yang dite$rapkan harus tidak ditujukan untuk me$ncari ke$untungan, 

me$lainkan se$bagai me$kanisme$ untuk me$njaga ke$te$rtiban pe$mbayaran. 

(Azis, 2007) 

PDAM Unit Tirta Khayangan di Ke$camatan Tanah Kampung 

me$rupakan salah satu pe$nye$dia layanan air be$rsih yang me$mbe$rlakukan 



 

 

ke$bijakan de$nda ke$te$rlambatan bagi ko$nsume$n yang tidak me$mbayar 

te$pat waktu. Ke$bijakan ini be$rtujuan untuk me$nghindari de$fisit 

o$pe$rasio$nal yang dapat me$ngganggu pe$layanan se$rta me$ningkatkan 

ke$disiplinan ko$nsume$n dalam me$lakukan pe$mbayaran. Me$skipun 

de$mikian, pe$ne$rapan de$nda ke$te$rlambatan ini masih me$nimbulkan 

be$rbagai pe$rse$psi di kalangan masyarakat, te$rutama yang me$miliki 

ke$te$rbatasan e$ko$no$mi, kare$na de$nda ke$te$rlambatan dapat me$njadi 

be$ban tambahan bagi me$re$ka (Islami, 2021). 

Namun di PDAM Unit Tirta khayangan Ke$camatan Tanah 

Kampung banyaknya kasus ke$te$rlambatan pe$mbayaran de$nda yang 

dilakukan o$le$h warga masyarakat Ke$camatan Tanah Kampung. Dari 

pe$rspe$ktif hukum e$ko$no$mi syariah, ke$bijakan de$nda dalam transaksi 

muamalah (e$ko$no$mi) me$miliki aturan yang harus dipatuhi. Hukum 

e$ko$no$mi syariah me$ne$kankan prinsip ke$adilan, ke$maslahatan, dan 

ke$se$imbangan dalam se$tiap aspe$k transaksi. Se$tiap ke$bijakan yang 

dite$rapkan harus didasarkan pada prinsip te$rse$but untuk me$mastikan 

bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau te$rbe$bani se$cara tidak adil. 

Prinsip maslahah atau ke$maslahatan umum juga me$ne$kankan pe$ntingnya 

ke$bijakan yang tidak hanya me$nguntungkan satu pihak, me$lainkan juga 

me$mpe$rtimbangkan ke$pe$ntingan se$luruh pihak yang te$rlibat. Dalam 

ko$nte$ks ini, hukum e$ko$no$mi syariah be$rpe$ran me$mastikan bahwa de$nda 

yang dite$rapkan o$le$h PDAM be$nar-be$nar me$mbawa manfaat tanpa 

me$langgar prinsip syariah, se$pe$rti me$nghindari unsur riba dan 



 

 

me$mastikan akad (ko$ntrak) yang je$las dan dise$pakati o$le$h ke$dua be$lah 

pihak (Basri, 2005). 

Ke$bijakan de$nda dalam hukum e$ko$no$mi syariah be$rbe$da de$ngan 

siste$m e$ko$no$mi ko$nve$nsio$nal, di mana dalam e$ko$no$mi ko$nve$nsio$nal, 

de$nda ke$te$rlambatan ke$rap dipandang se$bagai ko$mpe$nsasi bagi 

pe$nye$dia layanan. Dalam syariah, de$nda tidak bo$le$h me$njadi sumbe$r 

ke$untungan tambahan bagi pe$nye$dia layanan, te$tapi harus difo$kuskan 

untuk me$nge$mbalikan ke$rugian nyata yang dialami akibat ke$te$rlambatan 

te$rse$but. O$le$h kare$na itu, pe$ne$rapan ke$bijakan de$nda o$le$h PDAM pe$rlu 

die$valuasi ke$se$suaiannya de$ngan prinsip-prinsip hukum e$ko$no$mi 

syariah, khususnya dalam hal ke$adilan dan ke$maslahatan bagi ko$nsume$n 

(Azis, 2013). 

Ke$bijakan de$nda ke$te$rlambatan pe$mbayaran pada PDAM juga 

harus me$mpe$rhatikan tujuan utama syariah, yaitu maqashid syariah, yang 

salah satunya adalah me$lindungi harta (hifz al-mal) ko$nsume$n dari 

ke$rugian be$rle$bih. Ke$bijakan yang kurang me$mpe$rhatikan ke$mampuan 

e$ko$no$mi ko$nsume$n, khususnya bagi me$re$ka yang be$rpe$nghasilan 

re$ndah, dapat me$nimbulkan ke$rugian yang tidak diinginkan. Hal ini 

me$njadikan analisis hukum e$ko$no$mi syariah sangat pe$nting untuk 

me$mastikan bahwa ke$bijakan de$nda ini se$jalan de$ngan prinsip-prinsip 

maqashid syariah dan tidak me$nimbulkan be$ban yang be$rle$bihan pada 

masyarakat, te$rutama di Ke$camatan Tanah Kampung. 

Se$lain itu, masyarakat pada umumnya te$lah me$miliki pe$rse$psi 



 

 

bahwa layanan publik se$harusnya le$bih be$ro$rie$ntasi pada ke$maslahatan 

daripada pro$fit. Ke$tika ke$bijakan de$nda dite$rapkan tanpa ada 

pe$rtimbangan ke$adilan atau ke$mampuan e$ko$no$mi ko$nsume$n, hal ini 

be$rpo$te$nsi me$nimbulkan ke$tidakpuasan yang be$rlanjut. O$le$h kare$na itu, 

pe$ne$litian me$nge$nai ke$bijakan de$nda ke$te$rlambatan pe$mbayaran air 

pada PDAM Unit Tirta Khayangan pe$rlu dilakukan untuk 

me$ngide$ntifikasi apakah ke$bijakan te$rse$but sudah se$suai de$ngan prinsip 

e$ko$no$mi syariah, atau jika dipe$rlukan, me$mbe$rikan re$ko$me$ndasi 

ke$bijakan alte$rnatif yang le$bih adil dan syariah-co$mpliant. 

Se$suai de$ngan Ke$putusan Waliko$ta Sungai Pe$nuh No$mo$r 

100/Ke$p.671/2018 te$ntang Pe$ne$tapan Tarif Air Minum Pe$rusahaan 

Dae$rah Air Minum Tirta Khayangan Ko$ta Sungai Pe$nuh bahwa bahwa 

ke$te$rlambatan pe$mbayaran re$ke$ning se$te$lah tanggal 20 tiap bulan 

dike$nakan tarif pro$gre$sif so$sial, no$n niaga dan niaga. Se$bagai data 

pe$ngantar pe$nulis me$lampirkan tiga kasus yang te$rjadi dipe$ne$litian di 

PDAM Tirta Khayangan Ke$camatan Tanah Kampung : 

1. Kasus ke$te$rlambatan pe$mbayaran tagihan akibat lupa me$mbayar: 

se$o$rang pe$langgan PDAM lupa me$mbayar tagihan air pada bulan 

se$be$lumnya. Ke$tika tagihan bulan be$rikutnya dite$rima, ia baru 

sadar bahwa ia be$lum me$lakukan pe$mbayaran dan te$lah me$le$wati 

batas waktu yang dite$ntukan. akibatnya, pe$langgan te$rse$but 

dike$nakan de$nda ke$te$rlambatan se$be$sar pe$rse$ntase$ te$rte$ntu dari 

jumlah tagihan yang be$lum



 

 

dibayar. 

 

2. Kasus ke$te$rlambatan pe$mbayaran kare$na masalah ke$uangan: 

Se$o$rang pe$langgan PDAM me$ngalami ke$sulitan ke$uangan 

se$hingga tidak dapat me$mbayar tagihan air te$pat waktu. Me$skipun 

te$lah dibe$ri pe$ringatan dan waktu tambahan untuk me$mbayar, 

pe$langgan te$rse$but te$tap te$rlambat me$lakukan pe$mbayaran. 

Se$bagai ko$nse$kue$nsinya, pe$langgan te$rse$but dike$nakan de$nda 

ke$te$rlambatan se$suai de$ngan ke$te$ntuan yang be$rlaku di PDAM 

se$te$mpat. 

3. Kasus ke$te$rlambatan pe$mbayaran kare$na tidak me$ne$rima tagihan: 

se$o$rang pe$langgan PDAM tidak me$ne$rima tagihan air pada bulan 

te$rte$ntu kare$na ke$salahan dalam pe$ngiriman atau alamat yang 

tidak te$rupdate$. Pe$langgan te$rse$but baru me$nge$tahui tagihan 

yang harus dibayar se$te$lah jatuh te$mpo$, dan me$skipun ia tidak 

se$ngaja te$rlambat, PDAM te$tap me$nge$nakan de$nda 

ke$te$rlambatan pada tagihan yang be$lum dibayar. 

Ke$te$rlambatan pe$mbayaran yang dise$rtai de$nda akan me$nambah 

be$ban e$ko$no$mi bagi ko$nsume$n, te$rutama bagi yang be$rpe$nghasilan 

re$ndah. De$nda yang dibe$rlakukan dapat me$mpe$rburuk ko$ndisi e$ko$no$mi 

ko$nsume$n, khususnya bagi me$re$ka yang sudah ke$sulitan me$me$nuhi 

ke$butuhan se$hari-hari. Dalam Islam, prinsip al-dharar yuzal me$nyatakan 

bahwa se$gala be$ntuk ke$rugian atau ke$sulitan yang tidak pe$rlu harus 

dihilangkan agar tidak me$nimbulkan be$ban yang be$rle$bihan bagi 



 

 

masyarakat, ke$te$rlambatan pe$mbayaran de$nda dapat me$ngakibatkan 

pe$mutusan layanan air, yang sangat be$rpe$ngaruh pada ke$se$jahte$raan dan 

kualitas hidup ko$nsume$n, me$ngingat air adalah ke$butuhan dasar. Islam 

me$nganjurkan agar masyarakat tidak dibe$bani de$ngan hal-hal yang 

me$mpe$rburuk ke$se$jahte$raan me$re$ka, te$rutama dalam hal ke$butuhan 

po$ko$k, se$bagaimana te$rcantum dalam QS. Al-Baqarah: 280 yang 

me$nganjurkan ke$ringanan bagi me$re$ka yang dalam ke$sulitan. De$nda 

yang me$nambah be$ban biaya dapat me$ngurangi ke$se$jahte$raan 

ko$nsume$n, me$maksa me$re$ka me$ngalo$kasikan dana dari ke$butuhan 

pe$nting lainnya untuk me$mbayar de$nda. Hal ini be$rte$ntangan de$ngan 

tujuan utama syariah (maqasid al-shariah) yang me$mprio$ritaskan 

ke$se$jahte$raan dan ke$adilan so$sial (Maqasid al-shariah, 2001) 

Pelayanan air bersih yang dikelola oleh PDAM merupakan bagian 

dari upaya pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas akses 

air bersih. Namun, keterlambatan pembayaran tagihan, termasuk denda 

oleh pelanggan, masih menjadi persoalan yang mempengaruhi stabilitas 

operasional PDAM. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau persoalan 

tersebut melalui pendekatan kesejahteraan konsumen. 

Kesejahteraan konsumen tidak hanya diukur dari kemampuan 

konsumen dalam membeli dan menggunakan produk atau jasa, tetapi juga 

dari kemudahan akses terhadap layanan, keterjangkauan biaya, 

transparansi informasi, serta perlindungan dari beban ekonomi yang tidak 

proporsional. Ketika konsumen menghadapi kesulitan membayar tagihan 



 

 

atau denda, hal ini dapat mencerminkan ketidakseimbangan antara 

kemampuan ekonomi konsumen dan sistem layanan yang berlaku. 

Dengan demikian, pemahaman tentang keterlambatan pembayaran 

denda PDAM perlu dikaji lebih jauh dalam rangka mewujudkan pelayanan 

yang tidak hanya efisien secara kelembagaan, tetapi juga berorientasi pada 

kesejahteraan konsumen sebagai pengguna layanan air bersih. 

Be$rdasarkan latar be$lakang te$rse$but, pe$ne$litian ini be$rtujuan 

untuk me$ninjau ke$bijakan de$nda ke$te$rlambatan pe$mbayaran air di 

PDAM Unit Tirta Khayangan Ke$camatan Tanah Kampung dari pe$rspe$ktif 

hukum e$ko$no$mi syariah. Pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan 

ko$ntribusi bagi PDAM dalam me$nge$valuasi ke$bijakan de$ndanya agar 

le$bih se$suai de$ngan prinsip-prinsip syariah, se$rta me$nawarkan so$lusi 

yang dapat me$ningkatkan ke$se$jahte$raan ko$nsume$n dan me$mpe$rkuat 

ke$pe$rcayaan masyarakat te$rhadap layanan PDAM. Maka dari itu pe$ne$liti 

me$lakukan pe$ne$litian de$ngan judul Penerapan Kebijakan Denda 

Keterlambatan Pembayaran Bagi Kesejahteraan Konsumen Pdam 

Unit Tirta Khayangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

1) Bagaimanakah Pe$ne$rapan Ke$bijakan De$nda Ke$te$rlambatan 

Pe$mbayaran Air Di PDAM Unit Tirta Khayangan Di Ke$camatan 

Tanah Kampung? 

2) Apakah Dampak Pe$ne$rapan Ke$bijakan De$nda Ke$te$rlambatan 

Pe$mbayaran Bagi Ke$se$jahte$raan Ko$nsume$n Dari Pe$rspe$ktif 



 

 

Hukum E$ko$no$mi Syariah ? 

2. Batasan Masalah 

 

Agar pe$ne$litian ini dapat me$ncapai hasil yang maksimal se$suai 

de$ngan tujuan yang diinginkan dan masalah-masalah yang dite$liti tidak 

be$gitu luas se$rta tidak ke$luar dari pe$mbahasan, maka pe$nulis me$mbatasi 

pe$ne$litian de$ngan pe$mbahasan ―Pe$ne$rapan Ke$bijakan De$nda 

Ke$te$rlambatan Pe$mbayaran Bagi Ke$se$jahte$raan Ko$nsume$n Pdam Unit 

Tirta Khayangan Dalam Hukum E$ko$no$mi Syariah‖ pe$mbatasan ini 

dimaksudkan se$bagai pe$le$ngkap dan pe$nye$mpurnaan dalam pe$mbahasan 

nantinya. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Suatu pe$ne$litian akan be$rarti dan be$rmakna, apabila pe$ne$litian 

te$rse$but sampai ke$pada tujuan yang dirumuskan se$de$mikian rupa. 

Adapun tujuan dari pe$ne$litian ini yaitu, se$bagai be$rikut :: 

1) Untuk me$nganalisis dan me$nge$tahui Pe$ne$rapan De$nda o$le$h PDAM 

Tirta Khayangan 

2) Untuk me$mahami dan me$nge$tahui Dampak Ke$bijakan De$nda 

Ke$te$rlambatan Dalam Pe$rspe$ktif Hukum E$ko$no$mi Syariah. 

Manfaat pe$ne$litian adalah ke$giatan atau ko$ntribusi yang bisa 

dibe$rikan o$le$h hasil pe$ne$litian te$rse$but, Manfaat pe$ne$litian ada dua 

yaitu, manfaat te$o$ritis dan manfaat praktis, Pe$ne$litian ini diharapkan 

bisa me$mbe$rikan manfaat ke$pada pihak-pihak yang be$rsangkutan. 

Adapun manfaatnya antara lain : 



 

 

1. Manfaat Te$o$ritis 

Pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$nambah wawasan dan lite$ratur 

di bidang hukum  e$ko$no$mi  syariah,  khususnya  me$nge$nai  

pe$ne$rapan  de$nda  dalam transaksi layanan publik. Kajian ini dapat 

me$njadi re$fe$re$nsi bagi akade$misi dan mahasiswa hukum, te$rutama 

yang te$rtarik me$ndalami hukum e$ko$no$mi syariah di bidang pe$layanan 

publik dan muamalah. 

Pe$ne$litian ini me$mpe$rkaya te$o$ri e$ko$no$mi syariah dalam ko$nte$ks 

pe$ngaturan layanan publik dan ke$se$jahte$raan masyarakat. Hasil 

pe$ne$litian ini dapat me$njadi acuan untuk me$nge$mbangkan ke$rangka 

analisis yang le$bih rinci te$rkait ke$bijakan de$nda be$rdasarkan hukum 

e$ko$no$mi syariah. Ini akan me$mbantu dalam me$nyusun te$o$ri-te$o$ri 

baru atau me$mpe$rkaya te$o$ri yang sudah ada, te$rkait re$gulasi de$nda 

dalam layanan publik yang se$suai de$ngan syariah (Zuhdi, 2014). 

2. Manfaat Praktis 

De$ngan ke$bijakan yang le$bih adil dan se$suai syariah, PDAM 

dapat me$ningkatkan ke$puasan ko$nsume$n se$rta me$mpe$rkuat citra 

se$bagai le$mbaga yang pe$duli te$rhadap ke$se$jahte$raan masyarakat. 

Te$muan pe$ne$litian ini dapat me$njadi pe$do$man bagi le$mbaga layanan 

publik lainnya yang ingin me$ne$rapkan de$nda ke$te$rlambatan 

pe$mbayaran. Le$mbaga lain dapat me$ngambil co$nto$h dari tinjauan ini 

untuk me$nge$mbangkan ke$bijakan yang tidak hanya e$fe$ktif te$tapi juga 

me$me$nuhi prinsip ke$adilan dan ke$maslahatan dalam syariah. 



 

 

Pe$ne$litian ini dapat me$mbe$rikan pe$mahaman ke$pada masyarakat 

te$ntang pe$ntingnya ke$adilan dalam ke$bijakan layanan publik. De$ngan 

pe$nge$tahuan ini, ko$nsume$n dapat le$bih kritis dalam me$mahami hak-

hak me$re$ka dalam syariah, se$rta le$bih aktif dalam me$minta ke$bijakan 

yang le$bih adil dari pe$nye$dia layanan publik. De$ngan re$ko$me$ndasi 

ke$bijakan yang me$mpe$rtimbangkan ke$mampuan e$ko$no$mi ko$nsume$n, 

pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$ngurangi be$ban finansial ko$nsume$n 

yang kurang mampu, se$hingga me$ningkatkan ke$se$jahte$raan me$re$ka. 

Se$lain itu, ke$bijakan de$nda yang se$suai de$ngan prinsip syariah juga 

dapat me$ndo$ro$ng ko$nsume$n untuk le$bih disiplin dalam pe$mbayaran 

tanpa me$rasa te$rbe$bani se$cara be$rle$bihan. 

D. Kerangka Teori 

 

1. Keadilan (al-‘Adalah) 

 

Te$o$ri Ke$adilan (al-‗Adalah) adalah ko$nse$p yang sangat pe$nting 

dalam hukum Islam, te$rmasuk dalam hukum e$ko$no$mi syariah. Al-„Adalah 

me$ne$kankan pe$rlunya ke$se$imbangan, ke$se$taraan, dan pe$ne$gakan hak 

se$rta ke$wajiban de$ngan adil. Ke$adilan dalam ko$nte$ks e$ko$no$mi syariah 

me$ngacu pada pe$rlakuan yang adil dan se$imbang te$rhadap se$mua pihak 

yang te$rlibat dalam suatu transaksi, se$hingga tidak ada pihak yang 

dirugikan atau me$ndapatkan ke$untungan be$rle$bihan se$cara tidak 

pro$po$rsio$nal (Bo$e$dio$no$, 2003). 

Be$rikut adalah be$be$rapa prinsip pe$nting dari te$o$ri ke$adilan (al-

„Adalah) dalam e$ko$no$mi syariah: 



 

 

a) Ke$se$imbangan Hak dan Ke$wajiban Ke$adilan me$ngharuskan se$tiap 

pihak yang te$rlibat dalam transaksi untuk me$mahami dan me$njalankan 

hak dan ke$wajiban me$re$ka de$ngan se$imbang. Dalam ko$nte$ks 

transaksi e$ko$no$mi, baik pe$njual maupun pe$mbe$li harus me$ndapatkan 

haknya se$suai de$ngan akad (pe$rjanjian) yang dise$pakati tanpa me$rugikan 

satu sama lain. 

b) Pe$nghindaran Ke$tidakadilan dan E$ksplo$itasi, Al-„Adalah dalam 

e$ko$no$mi syariah me$ne$ntang se$gala be$ntuk ke$tidakadilan (zulm), 

se$pe$rti e$ksplo$itasi, riba, atau pe$nipuan. Transaksi atau ke$bijakan 

e$ko$no$mi yang me$nimbulkan ke$rugian atau me$manfaatkan ke$sulitan 

pihak lain dianggap be$rte$ntangan de$ngan prinsip ke$adilan dalam 

Islam. O$le$h kare$na itu, dalam pe$ne$rapan de$nda, misalnya, de$nda yang 

te$rlalu be$rat dianggap tidak adil dan be$rte$ntangan de$ngan prinsip 

ke$adilan dalam syariah. 

c) Ke$maslahatan Be$rsama (Maslahah), Prinsip al-„Adalah juga 

be$rhubungan e$rat de$ngan ko$nse$p maslahah atau ke$maslahatan 

be$rsama. Ke$bijakan e$ko$no$mi syariah harus me$nghasilkan manfaat 

yang luas dan tidak me$rugikan pihak te$rte$ntu se$cara tidak 

pro$po$rsio$nal. Hal ini be$rarti bahwa se$tiap ke$bijakan atau tindakan 

e$ko$no$mi harus me$mpe$rtimbangkan dampaknya te$rhadap se$mua pihak 

yang be$rke$pe$ntingan agar dapat me$ncapai ke$maslahatan yang le$bih 

be$sar. 

d) Ke$se$taraan dalam Hukum, Al-„Adalah me$ne$kankan pe$ntingnya 

ke$se$taraan dalam pe$ne$rapan hukum dan ke$bijakan. Dalam ko$nte$ks 



 

 

e$ko$no$mi, ke$se$taraan be$rarti bahwa ke$te$ntuan-ke$te$ntuan yang 

dite$rapkan dalam transaksi atau pe$rjanjian harus be$rlaku sama bagi 

se$mua pihak tanpa ada diskriminasi atau ke$istime$waan. Dalam hal 

de$nda ke$te$rlambatan, ke$bijakan yang dite$rapkan harus ko$nsiste$n dan 

me$mpe$rtimbangkan ko$ndisi e$ko$no$mi se$mua ko$nsume$n se$cara adil. 

e) Transparansi dan Ke$je$lasan Akad, Ke$adilan juga te$rkait de$ngan 

adanya transparansi dan ke$je$lasan dalam akad atau ko$ntrak. Dalam 

e$ko$no$mi syariah, 

se$tiap transaksi harus didasarkan pada akad yang je$las dan 

dise$pakati o$le$h se$mua pihak. Hal ini me$nghindari ke$tidakpastian 

(gharar) yang dapat me$nye$babkan ke$tidakadilan di ke$mudian hari. 

Dalam ke$bijakan de$nda, prinsip al-„Adalah me$nuntut bahwa be$saran 

de$nda, ko$ndisi, dan akibat dari ke$te$ntuan de$nda harus disampaikan 

de$ngan transparan ke$pada ko$nsume$n (Hariri, 2011). 

Dalam ke$bijakan de$nda ke$te$rlambatan pe$mbayaran di layanan 

publik se$pe$rti PDAM, pe$ne$rapan ke$adilan be$rarti bahwa de$nda harus 

dite$rapkan de$ngan cara yang tidak me$mbe$bani ko$nsume$n se$cara 

be$rle$bihan, te$rutama bagi me$re$ka yang me$miliki ke$ndala finansial. Jika 

de$nda te$rse$but me$nye$babkan ke$rugian yang tidak se$imbang bagi pihak 

yang kurang mampu, maka ke$bijakan te$rse$but tidak me$nce$rminkan 

prinsip al-„Adalah. O$le$h kare$na itu, dalam pe$ne$rapan hukum e$ko$no$mi 

syariah, sangat pe$nting untuk me$rancang ke$bijakan yang tidak hanya 

me$ne$gakkan disiplin, te$tapi juga me$mpe$rtimbangkan ke$se$imbangan dan 



 

 

ke$maslahatan se$luruh ko$nsume$n se$cara adil. De$ngan de$mikian, te$o$ri al-

„Adalah be$rfungsi se$bagai pe$do$man untuk me$mastikan bahwa ke$bijakan 

atau transaksi apapun, te$rmasuk de$nda, dilakukan de$ngan adil, transparan, 

dan me$mbawa manfaat yang adil bagi se$mua pihak yang te$rlibat (Dahlan, 

2003). 

2. Akad dan Keterikatan Kontrak 

Te$o$ri Akad dan Ke$te$rikatan Ko$ntrak adalah ko$nse$p me$ndasar 

dalam hukum Islam, te$rutama dalam transaksi e$ko$no$mi dan muamalah. 

Akad dalam bahasa Arab be$rarti pe$rjanjian atau ko$ntrak, dan dalam 

ko$nte$ks hukum e$ko$no$mi syariah, akad me$rupakan ke$se$pakatan antara 

dua pihak atau le$bih untuk me$njalankan suatu transaksi atau pe$rjanjian 

te$rte$ntu. Se$me$ntara itu, Ke$te$rikatan Ko$ntrak adalah prinsip yang 

me$ngatur bahwa akad te$rse$but me$ngikat para pihak sse$suai de$ngan 

syarat dan ke$te$ntuan yang te$lah dise$pakati, se$hingga ke$dua pihak wajib 

me$njalankan akad te$rse$but se$suai de$ngan hukum dan prinsip-prinsip 

syariah. 

Akad dide$finisikan se$bagai ke$se$pakatan antara dua pihak untuk 

me$ncapai suatu tujuan hukum yang dipe$rbo$le$hkan syariah me$lalui ijab 

(pe$nawaran) dan qabul (pe$ne$rimaan). Akad dianggap sah dan me$ngikat 

apabila me$me$nuhi syarat dan rukun yang dite$tapkan o$le$h syariah. Pada 

dasarnya, akad adalah alat hukum yang be$rfungsi untuk me$ntransfe$r hak 

atau tanggung jawab antara dua pihak atau le$bih dalam transaksi te$rte$ntu. 

Akad te$rbagi dalam be$be$rapa je$nis se$suai de$ngan tujuan dan sifatnya, 



 

 

se$pe$rti: Akad Tabarru‘ (akad nirlaba) — misalnya akad hibah atau 

se$de$kah yang tujuannya untuk me$mbe$ri manfaat tanpa me$ngharapkan 

imbalan. Akad Tijarah (akad ko$me$rsial) — misalnya jual be$li, se$wa, atau 

bagi hasil yang tujuan utamanya adalah untuk me$ndapatkan ke$untungan. 

Akad dalam hukum syariah harus me$me$nuhi be$be$rapa prinsip 

utama, 

 

yaitu: 

 

a) Saling Ridha dan Ke$re$laan, Ke$dua be$lah pihak yang te$rlibat dalam 

akad harus be$rse$pakat de$ngan sukare$la tanpa paksaan. Ke$re$laan ini 

pe$nting agar akad te$rse$but me$miliki ke$kuatan hukum syariah yang 

sah. 

b) Ke$je$lasan (Transparansi), Se$tiap unsur dalam akad harus dije$laskan 

de$ngan de$tail, te$rmasuk hak, ke$wajiban, o$bje$k akad, se$rta ke$te$ntuan 

me$nge$nai pe$ngakhiran akad. Transparansi ini be$rtujuan untuk 

me$nghindari ke$tidakje$lasan (gharar) yang bisa me$nye$babkan ko$nflik 

atau pe$rse$lisihan di ke$mudian hari. 

c) Halal dalam Tujuan dan O$bje$k, Akad harus me$miliki o$bje$k yang halal 

dan tujuan yang tidak be$rte$ntangan de$ngan prinsip-prinsip syariah. 

Misalnya, akad tidak bo$le$h be$rtujuan untuk me$mpe$rjualbe$likan 

se$suatu yang haram atau me$nimbulkan ke$rugian pada pihak lain se$cara 

tidak adil. 

d) Ke$adilan dan Ke$se$taraan, Para pihak dalam akad harus dipe$rlakukan 



 

 

se$cara adil, dan ke$te$ntuan akad tidak bo$le$h me$nimbulkan 

ke$timpangan yang me$nye$babkan salah satu pihak dirugikan. Prinsip ini 

re$le$van de$ngan te$o$ri ke$adilan dalam syariah, yang me$larang 

e$ksplo$itasi atau ke$tidakadilan. 

Rukun Akad me$ncakup: 

 

 

1. Pihak yang Be$rakad: Para pihak yang me$lakukan akad harus me$miliki 

ke$cakapan hukum, se$pe$rti baligh dan be$rakal. 

2. O$bje$k Akad: O$bje$k akad harus je$las, dapat dimiliki, dan me$miliki 

nilai dalam pandangan syariah. 

3. Ijab dan Qabul: Pe$rnyataan saling me$ne$rima dan me$nawarkan dalam 

akad harus dilakukan de$ngan te$gas dan je$las. 

 

Syarat Akad me$ncakup: 

 

 

1) Tidak Me$ngandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar: Akad tidak bo$le$h 

me$libatkan riba (bunga yang be$rle$bihan), maysir (judi), atau gharar 

(ke$tidakpastian). 

2) Ke$se$suaian de$ngan Tujuan Syariah: Akad harus se$suai de$ngan tujuan 

maqashid syariah, yaitu me$lindungi harta, jiwa, ke$turunan, 

agama, dan akal. Ke$te$rikatan ko$ntrak me$ngacu pada prinsip 

bahwa be$gitu akad dinyatakan sah, para pihak wajib me$me$nuhi isi akad 

se$suai de$ngan ke$te$ntuan yang te$lah dise$pakati. Ke$te$rikatan ini me$nuntut 

se$tiap pihak untuk me$njalankan ke$wajiban dan haknya se$cara pe$nuh dan 

tidak bo$le$h me$langgar atau me$mbatalkan akad se$cara se$pihak tanpa alasan 



 

 

yang sah. Prinsip ke$te$rikatan ko$ntrak me$liputi be$be$rapa aspe$k, yaitu: 

 

1) Ke$patuhan te$rhadap Isi Akad Se$mua pihak yang te$rlibat dalam akad 

me$miliki ke$wajiban untuk me$matuhi se$mua ke$te$ntuan yang te$rtuang 

dalam akad te$rse$but. Jika salah satu pihak me$langgar, maka pihak lain 

me$miliki hak untuk me$nuntut atau me$nuntaskan akad se$suai hukum. 

2) Hak untuk Me$mbatalkan de$ngan Syarat Te$rte$ntu Ada be$be$rapa 

ko$ndisi yang me$mungkinkan pe$mbatalan akad, se$pe$rti adanya cacat 

pada o$bje$k akad atau pihak yang be$rakad me$ngalami fo$rce$ maje$ure$. 

Dalam hal ini, syariah me$mbe$ri ke$lo$nggaran untuk me$mbatalkan 

akad. 

3) Tanggung Jawab te$rhadap Akibat Hukum Akad, Se$tiap pihak dalam 

akad me$miliki tanggung jawab hukum atas akibat dari akad te$rse$but. 

Se$bagai co$nto$h, dalam akad jual be$li, pe$njual be$rtanggung jawab 

me$nye$rahkan barang dan pe$mbe$li be$rtanggung jawab me$mbayar 

harga se$suai ke$se$pakatan. 

 

Re$le$vansi Te$o$ri Akad dan Ke$te$rikatan Ko$ntrak dalam E$ko$no$mi 

Syariah, Dalam ko$nte$ks e$ko$no$mi syariah, te$o$ri akad dan ke$te$rikatan 

ko$ntrak sangat pe$nting untuk me$mastikan bahwa se$tiap transaksi 

be$rlangsung adil, transparan, dan se$suai de$ngan prinsip-prinsip syariah. 

Misalnya, dalam ke$bijakan de$nda ke$te$rlambatan pe$mbayaran pada 

layanan publik, akad antara pe$nye$dia layanan dan ko$nsume$n harus 

me$nje$laskan se$cara transparan te$ntang ke$te$ntuan de$nda dan syarat-



 

 

syaratnya. Se$lain itu, ke$te$rikatan ko$ntrak juga me$mastikan bahwa ke$dua 

be$lah pihak tidak me$langgar akad se$cara se$pihak, me$njaga ke$pe$rcayaan 

dalam transaksi. Prinsip akad yang je$las, adil, dan me$ngikat ini 

me$mbe$rikan jaminan bahwa se$tiap pihak me$nge$tahui hak dan 

ke$wajibannya, se$rta dapat me$nye$le$saikan pe$rse$lisihan yang mungkin 

muncul se$cara syariah-co$mpliant (supratman, 2002). 

E. Penelitian Relavan 

 

Maksud dari pe$ne$litian ini adalah untuk dapat me$nge$tahui bahwa 

pe$ne$litian ini tidak sama de$ngan pe$ne$litian te$rdahulu. Tinjauan Pustaka 

diambil dari be$be$rapa sumbe$r yang be$rkaitan de$ngan pe$mbahasan yang 

akan dite$liti. Pe$ne$liti akan me$mpe$rte$gas be$be$rapa tinjauan pustaka 

yang be$rkaitan de$ngan judul ―Penerapan Kebijakan Denda 

Keterlambatan Pembayaran Terhadap Kesejahteraan Konsumen 

PDAM Unit Tirta Khayangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah‖ 

se$bagai be$rikut: 

1) Skripsi yang disusun o$le$h Hajah Triani Saputri, IAIN Pro$fe$so$r Kiai 

Haji Saifuddin Zuhri, yang be$rjudul ―Tinjauan Hukum Islam te$rhadap 

De$nda Ke$te$rlambatan Pe$mbayaran Tagihan Pe$rusahaan Air Minum 

(PAM) (Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupate$n Banyumas)‖ 

pada tahun 2020. Dalam skripsi ini me$nje$laskan bahwame$ne$liti 

praktik pe$ne$rapan de$nda ke$te$rlambatan pe$mbayaran tagihan air di 

PDAM Tirta Satria, Kabupate$n Banyumas. De$nda te$rse$but 

me$rupakan pe$rjanjian antara PDAM dan pe$langgan yang dise$tujui 



 

 

pada awal pe$ndaftaran. Dalam pe$rspe$ktif hukum Islam, de$nda ini 

dianggap sah se$lama se$suai de$ngan prinsip-prinsip akad dalam hukum 

Islam. 

2) Skripsi yang disusun o$le$h Dliya Putri, nive$rsitas Muhammadiyah 

Makassar, yang be$rjudul ―De$nda Ke$te$rlambatan Pe$mbayaran PDAM 

dalam Pe$rspe$ktif Hukum E$tika Bisnis Syariah‖ pada tahun 2020. Dalam 

skripsi be$rfo$kus pada de$nda ke$te$rlambatan pe$mbayaran di PDAM 

Rappo$cini, Makassar, dan dilihat dari sudut pandang e$tika bisnis syariah. 

De$nda ini dipe$rbo$le$hkan kare$na me$rupakan bagian dari pe$rjanjian awal 

pe$langgan de$ngan PDAM, dan tujuannya untuk me$ndisiplinkan pe$langgan 

agar me$me$nuhi ke$wajiban te$pat waktu se$rta me$nce$gah mudharat 

3) Skripsi yang disusun o$le$h Nur Hikmah, Unive$rsitas Islam Ne$ge$ri 

Maulana Malik Ibrahim, yang be$rjudul ―Analisis Hukum E$ko$no$mi 

Syariah te$rhadap Pe$ne$rapan De$nda pada Pe$langgan PDAM Tirta 

Mulia‖ pada tahun 2020. Dalam skripsi ini me$nganalisis aspe$k syariah 

pada pe$ne$rapan de$nda o$le$h PDAM Tirta Mulia te$rhadap pe$langgan 

yang te$rlambat me$mbayar tagihan. Be$rdasarkan hukum e$ko$no$mi 

syariah, de$nda ini dapat dite$rapkan se$lama ada pe$rse$tujuan antara 

ke$dua be$lah pihak, yang tujuannya untuk ke$patuhan pe$langgan dan 

e$fisie$nsi o$pe$rasio$nal PDAM. 

Dari be$be$rapa lite$ratur re$vie$w di atas, be$lum ada yang 

khusume$mbahas te$ntang pe$ne$rapan ke$bijakan de$nda ke$te$rlambatan 

pe$mbayaran air di pdam unit tirta khayangan di ke$camatan tanah 

kampung Untuk me$ngisi ke$ko$so$ngan itu maka pe$nyusun me$lakukan 



 

 

pe$ne$litian te$ntang Tinjauan Hukum E$ko$no$mi Syariah Te$rhadap De$nda 

Ke$te$rlambatan Pe$mbayaran Air Di Pdam Unit Tirta Khayangan Di 

Ke$camatan Tanah Kampung. 

F. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

Pe$ne$litian ini me$rupakan pe$ne$litian kualitatif. me$to$de$ kualitatif 

yang digunakan untuk me$mahami ke$budayaan, pe$rilaku, dan ke$hidupan 

se$hari-hari suatu ke$lo$mpo$k atau ko$munitas dalam ko$nte$ks aslinya. 

Pe$ne$litian ini biasanya me$libatkan pe$ngamatan partisipan, di mana 

pe$ne$liti se$cara langsung te$rlibat dalam ke$hidupan masyarakat yang 

dite$liti untuk me$mpe$ro$le$h pe$mahaman me$ndalam. E$tno$grafi 

me$ne$kankan pada pe$ntingnya sudut pandang anggo$ta ke$lo$mpo$k 

se$hingga pe$ne$liti be$rusaha me$mahami bagaimana me$re$ka me$mbe$rikan 

makna te$rhadap lingkungan dan inte$raksi so$sial me$re$ka. 

2. Sumber Data 

 

Untuk me$ndapatkan data dari pe$nulisan skripsi ini pe$nulis 

me$nggunkan me$to$de$ de$ngan cara o$bse$rvasi di Ke$camatan Tanah 

Kampung, Ko$ta Sungai, Pro$vinsi Jambi. O$bje$k o$bse$rvasinya adalah 

aktifitas warga pada De$nda Ke$te$rlambatan Pe$mbayaran Air Di PDAM 

Unit Tirta Khayangan Di Ke$camatan Tanah Kampung. Wawancara 

dilakukan te$rhadap Warga, pe$nge$lo$la, pe$ndiri, to$ko$h adat, to$ko$h 

agama, dan masyarakat yang ikut me$ngamati aktifitas ini. Data-data yang 

dikumpulkan be$rkaitan de$ngan pe$rmasalahan yang be$rupa sumbe$r 



 

 

re$rtulis, dan se$bagainya yang te$rkait de$ngan pe$ne$litian yang ke$mudian 

dijadikan re$fe$re$nsi dalam me$ne$liti. Adapun sumbe$r te$rtulis antara lain 

be$rupa skripsi, jurnal, buku, lapo$ran pe$ne$litian lainnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

a. O$bse$rvasi 

 

O$bse$rvasi adalah salah satu cara untuk me$ndapatkan info$rmasi 

apapun dari suatu pe$ristiwa de$ngan cara me$ngamati se$cara langsung. 

Se$pe$rti yang dike$tahui, ilmu pe$nge$tahuan me$rupakan dasar dari 

se$mua pe$ristiwa atau aktivitas yang te$rjadi baik di dalam lingkup 

ke$cil ataupun dalam lingkup yang le$bih be$sar. O$bse$rvasi adalah 

me$to$de$ yang dilakukan de$ngan cara te$rjun langsung dan me$ngamati 

pe$rmasalahan yang ada. Adapun te$mpat o$bse$rvasi yaitu Ke$camatan 

Tanah Kampung Ko$ta Sungai Pe$nuh, Pro$vinsi Jambi. O$bje$k 

o$bse$rvasinya adalah aktifitas warga pada Warga di Ke$camatan Tanah 

Kampung. 

b. Wawancara 

 

Wawancara adalah salah satu me$to$de$ pe$ngumpulan info$rmasi di 

lo$kasi pe$ne$litian. Se$jumlah pe$rtanyaan dan wawancara akan 

dilakukan se$cara langsung Wawancara dilakukan te$rhadap warga, 

pe$nge$lo$la, pe$ndiri, to$ko$h adat, to$ko$h agama, dan masyarakat yang 

ikut me$ngamati aktifitas ini, dan 5 Informan yang terlambat 

membayar denda PDAM Unit Tirta Khayangan Tanah Kampung. 

c. Do$kume$ntasi 



 

 

 

Do$kume$ntasi adalah me$ngumpulkan data-data dari do$kume$ntasi 

yang dipe$rlukan me$nge$nai pe$rmasalahan. Se$pe$rti surat me$nyurat, 

dan data-data lain yang be$rbe$ntuk do$kume$n. Se$me$ntara do$kume$n 

yang dipe$riksa be$rupa do$kume$n yang te$rkait de$ngan aktivitas 

Ke$te$rlambatan Pe$mbayaran Air di PDAM Unit Tirta Khayangan 

Ke$camatan Tanah Kampung.. 

4. Teknik Analisis data 

 

Me$to$de$ analisis data adalah bagian yang amat pe$nting, analisis 

data be$rkaitan e$rat de$ngan kajian-kajian se$be$lumnya, se$pe$rti batasan 

masalah, rumusan masalah, dll. 

a. Re$duksi Data 

 

Re$dukdi data yaitu pe$narikan ke$simpulan dari hasil o$bse$rvasi, 

wawancara, dan do$kume$ntasi. De$ngan cara me$rangkum dan 

dituangkan ke$ dalam be$ntuk yang sudah dime$nge$rti. 

b. Pe$nyajian Data 

Pe$nyajian data pada pe$ne$litian ini adalah me$nggunakan uraian 

de$skriptif dan siste$matis disusun se$suai urutan agar dapat de$ngan 

mudah untuk dipahami. 

c. Pe$narikan Ke$simpulan 

Me$narik ke$simpulan be$rdasarkan rumusan masalah yang te$lah 

dite$tapkan se$bagai alur pe$nje$lasan pe$ne$litian ini. Pe$narikan 

ke$simpulan dilakukan se$cara induktif, dalam hal ini pe$nulis me$ngkaji 

se$buah data spe$sifik me$nge$nai masalah yang me$njadi o$bje$k 



 

 

pe$ne$litian, pe$nulis me$nggunakan me$to$de$ de$duktif yaitu de$ngan 

me$nganalisis data yang be$rsifat khusus. Pe$nyajian pada pe$ne$litian ini 

adalah me$nggunakan uraian de$skriptif dan siste$matis disusun .



 

 

BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

 

A. Keadilan (al-‘Adalah) 

 

Ke$adilan adalah satu nilai ke$manusiaan yang asasi bagi se$tiap 

manusia. Salah satu ciri ke$adilan yang paling pe$nting adalah ke$se$imbangan 

antara hak dan ke$wajiban, (Ke$me$nte$rian Agama, 2010) hal ini tidak hanya 

be$rlaku bagi makhluk de$ngan khaliqnya, me$lainkan juga se$sama manusia, 

kare$na ke$adilan itu pe$rbuatan yang paling me$nde$kati taqwa (Qs, al-

Maidah;8). Dalam al-Qur‘an, pe$nge$rtian adil te$rnyata tidak hanya diwakili 

o$le$h kata al-‘adl saja. Se$bagai kata be$nda, paling tidak ada dua kata yang 

artinya adil, yakni al-‗Adl dan al-Qist. Al-‗Adl be$rasal dari akar kata ‗a-d-l, 

dan al-Qist be$rasal dari akar kata q-s-t (Raharjo$, 1996). Kata al-Qist be$se$rta 

de$rivasinya dise$butkan dalam al-Qur‘an se$banyak 25 kali, se$dangkan al-

‗Adl dise$butkan dalam al‘Qur‘an se$banyak 28 kali (Al-Baqi, 1981). 

Ke$adilan me$rupakan prinsip yang sangat pe$nting dalam Islam dan 

me$miliki cakupan yang luas. Manusia di mana pun dan kapan pun se$lalu 

me$ndambakan ke$hadiran ke$adilan, me$nunjukkan sifat unive$rsal dari 

ke$adilan itu se$ndiri (Rangkuti, 2017). Dalam diri manusia, te$rdapat 

do$ro$ngan spiritual yang me$ndo$ro$ng ke$inginan untuk me$ne$gakkan ke$adilan 

se$bagai se$suatu yang be$nar dan pe$rlu dijalankan. Pe$langgaran te$rhadap 

ke$adilan me$rusak hakikat ke$manusiaan. O$le$h kare$na itu, Islam, yang 

me$mbawa misi se$bagai rahmat bagi se$luruh makhluk, me$ne$gaskan ke$adilan 

se$bagai prinsip yang me$ndasar. 



 

 

Dari se$gi bahasa, me$nurut No$o$rdjannah Djo$hantini (No$o$rdjannah 

Djo$hantini dkk, 2009), ke$adilan be$rarti be$rdiri lurus (istiqam), me$nyamakan 

(taswiyyah), ne$tral (hiyad), insaf, te$busan (fida), pe$rte$ngahan (wasth), dan 

se$imbang atau se$banding (mitsal). Dalam hal ini te$rdapat dua be$ntuk 

ke$se$imbangan, dalam bahasa Arab, dibe$dakan antara al-‗adlu yang be$rarti 

ke$se$imbangan abstrak dan al-‗idlu yang be$rarti ke$se$imbangan ko$nkre$t 

dalam wujud be$nda. Misalnya, al-‗adlu me$nunjuk pada ke$se$imbangan 

pikulan antara bagian de$pan dan be$lakang, se$dangkan al-‗adlu me$nunjuk 

pada ke$se$imbangan abstrak, tidak ko$nkre$t, yang muncul kare$na adanya 

pe$rsamaan manusia. Muhammad Fu‘ad Abdul Baqiy dalam kitab al-Mu‘jam 

al- Mufahras Li Alfaz, be$liau me$nge$mukakan bahwa lafaz adil dalam Al-

Qur‘an dise$butkan se$banyak 28 kali yang te$rdapat pada 28 ayat dalam 11 

surah (Muhammad Fu‘ad Abdul Baqiy, 1939). 

Kajian filsafat hukum te$ntang ―ke$adilan‖ se$bagai basis aksio$lo$gis 

filsafat hukum, umumnya te$lah dikaji o$le$h be$rbagai kalangan, baik dari 

filo$so$f klasik dan mo$de$re$n, Barat maupun inte$le$ktual Muslim. Ke$adilan 

se$bagai cita-cita dan tujuan hukum yang te$lah lama me$njangkau wilayah 

filsafat hukum de$ngan ke$simpulan bahwa ke$adilan hanya bisa diwujudkan 

me$lalui hukum (Inge$ Dwisvimiar, 2011). De$ngan be$gitu, hukum sama 

de$ngan ke$adilan, hukum yang tidak adil bukan hukum (I De$we$ Ge$de$ 

Atmaja, 2013). 

Kata ―ke$adilan‖ di mata ahli filsafat hukum, te$rutama filsafat Barat 

me$ngandung pe$rde$batan yang panjang dan ko$ntrave$rsial. Pe$rde$batan 



 

 

ko$ntrave$rsial ini te$lah mambawa ko$nse$kwe$nsi bahwa, sulit untuk dapat 

me$ne$mukan to$lak ukur apa se$banarnya hukum yang adil. Para ahli hukum 

me$mbuat satu adagium untuk me$nde$fisikan ke$adilan de$ngan fo$rmula 

―me$lakukan yang be$nar dan tidak me$lakukan yang salah‖ se$bagaimana 

ungkapan para pe$nganut hukum po$sitif (Khudzaifah Dimyati, dkk., 2017). 

Te$rmino$lo$gi ke$adilan dapat dipahami se$bagai se$buah nilai yang 

digunakan untuk me$nciptakan hubungan yang se$rasi dan se$imbang antar 

manusia de$ngan lainnya dan me$mbe$rikan apa yang me$njadi hak se$se$o$rang 

dan bila te$rdapat pe$langgaran te$rkait ke$adilan maka se$se$o$rang dapat 

me$ne$rima hukuman. Ke$adilan juga dimaknai se$bagai pe$me$nuhan 

ke$inginan individu dalam suatu tingkat te$rte$ntu. Pe$me$nuhan ke$adilan 

se$hingga suatu ke$adaan layak dise$but adil adalah se$suatu yang sulit dijawab 

be$rdasarkan pe$nge$tahuan rasio$nal. Jawaban pe$rtanyaan te$rse$but adalah 

suatu pe$mbe$naran nilai (Jimly Asshiddqie$ dan M. Ali Syafa‘at, 2006). 

Hans Ke$lse$n (aliran Po$sitivisme$ Hukum) dalam bukunya ―What Is 

The$ Justice$? ‖me$nulis, nilai ke$adilan tidak sama sifatnya de$ngan nilai 

hukum. Se$jatinya no$rma yang digunakan untuk standar ke$adilan sangatlah 

baragam se$hingga tidak dapat diharmo$nisasikan. O$le$h kare$nanya, ―nilai 

ke$adilan‖ be$rsifat subye$ktif, se$dangkan e$ksiste$nsi dari nilai–nilai hukum 

diko$ndisikan o$le$h fakta-fakta yang dapat diuji se$cara o$bje$ktif (I De$we$ 

Ge$de$ Atmaja, 2013). Se$bagai lanjutan dari pe$ndapatnya, dalam ―Ge$ne$ral 

The$o$ry o$f Law and State$,‖ Ke$lse$n me$nye$butkan, ke$adilan dalam arti 

le$galitas yakni suatu pe$ne$rapan hukum yang se$suai de$ngan yang dite$tapkan 



 

 

dalam sautu tata hukum se$cara sadar. Namun, me$ski awalnya ia 

be$rpe$ndapat tidak ada satu to$lak ukur hukum yang adil, de$ngan 

ke$te$rbatasnya Ke$lse$n me$ngutarakan bahwa ―ke$adilan‖ adalah se$buah 

le$galitas, se$hingga to$lak ukur ke$adilan hukum te$rle$tak pada ke$absahannya 

me$nurut hukum po$sitif (Ke$lik Wardianto$ and Khudzaifah Dimyati, 2014). 

To$lak ukur ini ke$mudian dimunculkan se$bagai ke$adilan subje$ktif yang 

me$miliki sudut pandang re$latif. 

Ko$nse$psi Al-Qur‘an te$ntang ke$adilan me$nawarkan nilai 

fundame$ntal se$bagai pusat dari se$luruh siste$m nilai ajaran Islam. Se$hingga 

tidak dapat dikatakan se$bagai ke$putusan hukum dalam Islam apabila 

me$ngabaikan ko$nse$p ke$adilan. Ke$be$radaannya pun bukan hanya se$bagai 

te$o$se$ntris me$tafisis, me$lainkan dapat me$njangkau re$alitas ke$manusiaan. 

Al-Jabiri pe$rnah me$ngatakan bahwa saat ini manusia masih dalam pusaran 

ke$adilan Ilahi, masih be$lum ke$pada ke$adilan manusiawi (Damanhuri Fattah, 

2011). 

Kata ―adil‖ dalam Al-Qur‘an ―al-‗Adl‖ se$makna de$ngan ―al-Qisth‖ 

dan ―al- Mîzân‖ se$cara substansif me$nunjuk ke$pada makna ―be$rlaku 

ke$adilan.‖ Maka jika dikaitkan de$ngan hukum, al-Qur‟an me$nunjuk kata 

adil pada makna asas pe$rsamaan hukum yang harus dite$rapkan te$rhadap 

siapapun (Hariyanto$, 2014). Se$lain Al-Qisht, te$radapat juga lafal al-Mizân 

dan al-Wasth yang te$rse$bar dibe$rbagai surat dan ayat. Kata al-„Adl 

se$tidaknya dite$mukan tidak le$bih dari 28 kali se$cara be$rulang-ulang dalam 

al- Qur‘an. Dari se$gi lafal, me$miliki be$ragam arti dan makna yang sangat 



 

 

luas, yang te$ntunya me$mbutuhkan kajian te$matik (maudhu‟i). 

Dalam kamus al-‗Arab, al-Adl dimaknai se$bagai prinsip yang te$lah 

te$rtanam pada manusia yakni al-Mustaqîm (te$guh, be$rdiri ko$ko$h), lawannya 

al-Jaûr (tidak adil). Al-„Adl adalah sifat Allah yang be$rarti tidak dapat 

dianasir o$le$h apa pun. Pe$rsamaan makna kata al-Adl bisa dite$mukan pada 

lafal al-hukmu bi al-haqqi (be$rhukum de$ngan hak) yaitu me$mutus bukan 

be$rdasar pada ke$mauan hawa nafsu yang be$rimplikasi pada be$nar atau salah 

(Muhamad bin Makrâm Ibnu Manżûr, 1997). 

Ke$adilan adalah nilai unive$rsal. Islam me$ngakui dan me$ngho$rmati 

hak-hak yang sah dari se$tiap o$rang dan me$lindungi ke$be$basannya, 

ke$ho$rmatannya, darah dan harta be$ndanya de$ngan jalan me$ne$gakkan 

ke$be$naran dan ke$adilan diantara manusia. Ke$adilan adalah salah satu nilai 

ke$manusiaan yang asasi. Me$mpe$ro$le$h ke$adilan adalah hak asasi bagi se$tiap 

manusia. Adil ialah tidak be$rat se$be$lah, jujur, tidak be$rpihak dan sama rata. 

Ke$adilan me$ngandung unsur ke$jujuran, ke$lurusan, ke$ikhlasan yang tidak 

be$rat se$be$lah (Ke$me$nte$rian Agama, 2010). 

Dalam al-Qur‘an, pe$nge$rtian adil tidak hanya di se$butkan o$le$h kata 

al-‗adl saja. Se$bagai kata be$nda, paling tidak ada dua kata yang artinya adil, 

yakni al-‗adl itu se$ndiri dan al-qist. Al-„adl be$rasal dari kata „adl dan al-qist} 

be$rasal dari kata qist (M. Dawam Raharjo$, 1996). Dalam al-Qur‘an, kata al-

‗adl de$ngan se$luruh de$rivasinya dise$butkan se$banyak 28 kali. Se$cara 

e$timo$lo$gis, al-„adl dan de$rivatnya me$miliki banyak arti diantaranya 

istiqamah (lurus) dan al-musawah (pe$rsamaan). Artinya, o$rang yang adil 



 

 

adalah o$rang yang me$mbalas o$rang lain se$padan de$ngan apa yang dite$rima 

o$le$hnya, baik maupun buruk (Tafsir Al-Qur‘an Te$matik). 

Te$rm lain yang digunakan al-Qur‘an untuk me$nunjukkan makna adil 

adalah al- qist}, yang mulanya be$rarti an-nasib bil-‗adl (pe$mbagian se$cara 

adil). Kata alqist} be$se$rta de$rivatnya dise$butkan dalam al-Qur‘an se$banyak 

25 kali. Ada yang me$ngikuti po$la fa‟ala, se$pe$rti aqsat}a, aqsat}u. Al-

muqsitun atau al-muqsitin. Se$muanya be$rarti: adil, be$rlaku adil, atau o$rang-

o$rang yang adil (M. Quraish Shihab, 2007). 

Se$cara te$rmino$lo$gis, adil be$rarti me$mpe$rsamakan se$suatu de$ngan 

yang lain, baik dari se$gi nilai maupun dari se$gi ukuran, se$hingga se$suatu 

tidak me$njadi be$rat se$be$lah dan tidak be$rbe$da satu sama lain. Adil juga 

be$rarti be$rpihak atau be$rpe$gang pada ke$be$naran. Ibnu Qudamah se$o$rang 

ahli Fikih dari Mad{hab Hanbali me$ngatakan bahwa ke$adilan me$rupakan 

se$suatu yang te$rse$mbunyi, mo$tivasinya se$mata-mata kare$na takut ke$pada 

Allah SWT. Jika ke$adilan te$lah dicapai, maka itu me$rupakan dalil yang kuat 

dalam Islam se$lama be$lum ada dalil lain yang me$ne$ntangnya (Abdul Azis 

Dahlan, 2000). 

Se$o$rang Pro$fe$so$r ICAS (Islamic Co$llage$ fo$r Advance$d Studie$s) 

Lo$ndo$n, Ahmad Vae$zi me$ngungkapkan bahwa ke$adilan adalah suatu 

kualitas yang dipe$rlukan bagi se$mua be$ntuk o$to$ritas dan ke$pe$mimpinan 

dalam do$ktrin Imamiyah; para hakim dan pe$mimpin haruslah te$rdiri dari 

o$rang-o$rang yang jujur dan cakap, me$skipun pe$ran me$re$ka adalah jauh 

le$bih kurang dari me$re$ka yang me$njalankan pe$me$rintahan ne$gara se$cara 



 

 

ke$se$luruhan. Le$bih dari itu, al-Qur‘a>n te$lah me$ngajarkan pada umat 

muslim untuk tidak ce$nde$rung dan be$ke$rjasama de$ngan o$rang-o$rang yang 

tidak adil dan o$to$ritas yang zalim (Ahmad Vae$zi, 2006).



 

 

Ke$adilan adalah kata jadian dari kata ―adil‖ yang te$rambil dari 

bahasa Arab ‗adl. Kamus-kamus bahasa Arab me$nginfo$rmasikan bahwa kata 

ini pada mulanya be$rarti ―sama‖. Pe$rsamaan te$se$but se$ring dikaitkan 

de$ngan hal-hal yang be$rsifat immate$rial (Ce$nte$r O$f E$xe$lle$nce$ Pro$gram 

Fo$r Qo$r‘anic Studie$s De$ve$lo$pme$nt, Tafsir Te$matik). 

B. Akad dan Keterikatan Kontrak 

 

Ko$ntrak dalam Islam dise$but de$ngan ―akad‖ yang be$rasal dari 

bahasa Arab ―al- Aqd‖ yang be$rati pe$rikatan, pe$rjanjian, ko$ntrak, atau 

pe$rmufakatan (al-ittifaq), dan transaksi. Me$nurut Dictio$nary o$f Busine$ss 

Te$rm “aqd o$r Co$ntract is Transactio$n invo$ling two$ o$r mo$re$ individuals 

whe$re$by e$ach be$co$me$s o$bligate$d to$ the$ o$the$r, with re$cipro$cal rights to$ 

de$mand pe$rfo$rmance$ o$f what is pro$mise$d‖ (akad adalah se$buah 

pe$rse$tujuan yang me$ngikat se$cara hukum antara dua pihak atau le$bih yang 

sama, untuk pe$rtimbangan, satu atau le$bih pihak se$tuju untuk me$lakukan 

se$suatu) (Abdul Manan, 2014). 

Akad me$rupakan ke$te$rkaitan atau pe$rte$muan ijab dan kabul yang 

be$rakibat timbulnya akibat hukum. Akad me$rupakan tindakan hukum dua 

pihak kare$na akad adalah pe$rte$muan ijab yang me$re$pre$se$ntasikan 

ke$he$ndak dari satu pihak dan kabul yang me$nyatakan ke$he$ndak pihak lain. 

Tujuan akad adalah untuk me$lahirkan suatu akibat hukum. Le$bih te$gas lagi 

tujuan akad adalah maksud be$rsama yang dituju dan yang he$ndak 

diwujudkan o$le$h para pihak me$lalui pe$mbuatan akad (Syamsul Anwar, 

2007). 



 

 

Ko$ntrak dalam Islam dise$but de$ngan akad yang be$rasal dari bahasa 

Arab ―al- Aqd‖ yang be$rarti pe$rikatan, pe$rjanjian, ko$ntrak atau 

pe$mufakatan (al-ittifaq), dan transaksi (A. Manan, 2016). Adapun 

pe$nge$rtian khusus me$nge$nai te$o$ri akad adalah hubungan ijab dan qabul 

se$cara syariat yang me$nimbulkan e$fe$k te$rhadap o$bje$k. De$ngan kata lain, 

te$rhubungnya ucapan salah satu pihak dari o$rang yang be$rakad de$ngan yang 

lain se$cara syara‘ yang mana dapat me$nimbulkan e$fe$k te$rhadap o$bje$k yang 

dise$pakati (W. Az-Zuhaili, 2011). 

Akad adalah pe$rjanjian te$rtulis yang me$muat ijab (pe$nawaran) dan 

kabul (pe$ne$rimaan) antara satu dan lainnya yang be$risi hak dan ke$wajiban 

masing-masing pihak se$suai de$ngan prinsip syariah (A. I. Sho$lihin, 2010). 

Akad te$rse$but tidak bo$le$h me$ngandung unsur gharar, maysir, riba, zalim, 

risywah, barang haram dan ke$maksiatan (H. Pe$rdata, Pasal 2 Ayat 2 

Pe$raturan Bank Indo$ne$sia No$mo$r 9/19/2007). 

Me$nurut Ko$mpilasi Hukum E$ko$no$mi Syariah akad adalah 

ke$se$pakatan dalam suatu pe$rjanjian antara dua pihak atau le$bih untuk 

me$lakukan dan/atau tidak me$lakukan pe$rbuatan hukum te$rte$ntu. Rukun dan 

syarat akad: 

1. Pihak-pihak yang be$rakad. Adalah pe$rse$o$rangan atau ke$lo$mpo$k 

o$rang atau badan usaha yang cakap hukum, be$rakal, dan tamyiz. 

2. O$bje$k akad. Me$rupakan be$nda atau jasa yang dihalalkan dan 

dibutuhkan o$le$h masing-masing pihak. O$bje$k akad harus 

suci,be$rmanfaat, milik se$mpurna, dan dapat dise$rahte$rimakan. 



 

 

3. Tujuan po$ko$k akad. Akad be$rtujuan untuk me$me$nuhi ke$butuhan 

hidup dan pe$rke$mbangan usaha masing-masing pihak yang 

me$ngadakan akad. Pe$nggunaan akad yang be$rbe$da maka be$rbe$da 

pula tujuan po$ko$k akad. 

4. Ke$se$pakatan. Shigat al-aqid yakni ijab dan qabul. Ijab adalah 

ungkapan yang pe$rtama kali dilo$ntarkan o$le$h salah satu pihak yang 

akan me$nge$rjakan akad. Qabul adalah pe$rnyataan pihak ke$dua yang 

be$rtujuan se$bagai pe$ne$rimaannya. Shigat dilakukan de$ngan je$las, 

baik se$cara lisan, tulisan, dan/atau pe$rbuatan (A. F. Hasan, 2018). 

Be$rikut adalah pe$nje$lasan me$nge$nai asas-asas yang me$landasai suatu akad: 

 

1. Asas ikhtiyari atau sukare$la dari para pihak, Asas ini me$nyatakan 

bahwa se$gala transaksi yang dilakukan harus atas dasar ke$re$laan 

antara masingmasing pihak, tidak bo$le$h ada unsur paksaan, te$kanan, 

dan pe$nipuan. Me$nurut KUHPe$r se$ring dinamakan asas 

ko$nse$nsualisme$ me$nganut bahwa paham bahwa pe$rjanjian lahir, 

pe$rjanjian itu sah apabila te$rjadi ke$se$pakatan para pihak (Fatmah, 

2015). 

2. Amanah (me$ne$pati janji), Akad wajib dilaksanakan o$le$h para pihak 

se$suai de$ngan ke$se$pakatan yang dite$tapkan o$le$h yang be$rsangkutan 

dan pada saat yang sama te$rhindar dari cide$ra janji. 

3. Iktiyati atau ke$hati-hatian, Se$tiap akad dilakukan de$ngan 

pe$rtimbangan yang matang dan dilaksanakan se$cara te$pat dan 

ce$rmat. 



 

 

4. Luzum atau tidak be$rubah, Akad yang dilakukan de$ngan tujuan yang 

je$las dan pe$rhitungan yang ce$rmat, se$hingga te$rhindar dari praktik 

spe$kulasi atau maysir. 

5. Saling me$nguntungkan atau Ta‘awun, Hadis Nabi me$nye$butkan: 

―Se$o$rang mukmin de$ngan mukmin yang lain (dalam suatu 

masyarakat) se$pe$rti se$buah bangunan di mana tiap-tiap bagian dalam 

bangunan itu me$ngukuhkan bagian- bagian yang lain‖ (A. So$mad, 

2017). Akad dilakukan untuk me$me$nuhi ke$pe$ntingan para pihak 

yang me$lakukan ke$se$pakatan se$hingga te$rce$gah dari praktik 

manupulasi dan me$rugikan salah satu pihak. 

6. Taswiyah atau ke$se$taraan, Para pihak dalam pe$rjanjian me$miliki 

ke$dudukan yang se$tara dan me$mpunyai hak dan ke$wajiban yang 

se$imbang. Landasan asas te$rse$but didasarkan pada Q.S al-Hujurat 

ayat 13. Asas pe$rsamaan atau ke$se$taraan me$nunjukkan bahwa di 

antara se$sama manusia masing-masing me$miliki ke$le$bihan dan 

ke$kurangan. Manusia me$miliki ke$se$mpatan yang sama untuk 

me$lakukan ko$ntrak yang mana para pihak be$bas me$ne$ntukan 

ke$wajiban 

dan haknya yang didasarkan asas ke$se$taraan dan tidak bo$le$h 

te$rdapat ke$zaliman yang dilakukan o$le$h salah satu pihak dalam 

ko$ntrak (A. Manan, 2012). 

7. Transparansi, Akad dilakukan de$ngan pe$rtanggungjawaban para 

pihak se$cara te$rbuka. 



 

 

8. Ke$mampuan, Akad yang dilakukan se$suai de$ngan ke$mampuan para 

pihak, se$hingga tidak me$njadi be$ban yang be$rle$bihan bagi yang 

be$rsangkutan. 

9. Taisir (ke$mudahan), Akad dilakukan de$ngan cara saling me$mbe$ri 

ke$mudahan ke$pada masing-masing pihak untuk me$laksanakannya 

se$suai de$ngan ke$se$pakatan. 

10. Itikad baik, Akad te$rse$but dilakukan untuk me$ne$gakkan 

ke$maslahatan, tidak me$ngandung unsur je$bakan dan pe$rbuatan 

buruk lainnya. 

11. Se$bab yang halal, Akad yang dilakukan tidak be$rte$ntangan de$ngan 

hukum, tidak dilarang o$le$h hukum dan tidak haram. 

12. Al-hurriyah (ke$be$basan be$rko$ntrak), Islam me$mbe$rikan ke$be$basan 

ke$pada para pihak untuk me$lakukan suatu pe$rikatan. Be$ntuk dan isi 

pe$rikatan te$rse$but dite$tukan o$le$h para pihak. Apabila te$lah 

dise$pakati be$ntuk dan isinya, maka pe$rikatan itu me$ngikat para 

pihak yang me$nye$pakatinya dan harus dilaksanakan se$gala hak dan 

ke$wajiabnnya. Namun, ke$be$basan ini tidaklah abso$lut. Se$panjang 

tidak be$rte$ntangan de$ngan syariat Islam, maka pe$rikatan te$rse$but 

bo$le$h dilaksanakan (D. Ge$mala, 2005). 

13. Al-kitabah (te$rtulis). Se$tiap akad he$ndaknya dibuat se$cara te$rtulis, 

kare$na de$mi ke$pe$ntingan pe$mbuktian jika dike$mudian hari te$rjadi 

se$ngke$ta. Dise$butkan se$cara je$las dalam Q.S al-Baqarah ayat 282-

283 me$ngisyaratkan agar akad yang dilakukan be$nar-be$nar be$rada 



 

 

dalam ke$baikan bagi se$mua pihak, bahkan dalam 

pe$mbuatan akad he$ndaknya juga dise$rtai de$ngan adanya saksi-saksi 

dan prinsip tanggung jawab individu. 

Dampak hukum dari suatu akad yang sudah sah yaitu timbulnya hak dan 

ke$wajiban yang harus dipe$nuhi o$le$h para pihak. Se$lain itu adanya 

ko$mitme$n dan ke$kutan hukum yang me$ngikat (iltizam) bagi para pihak 

untuk me$laksanakan pe$rjanjian yang te$lah dise$pakati. Tidak bo$le$h ada 

pe$mbatalan se$pihak tanpa ada pe$rse$tujuan para pihak yang be$rakad. 

Apabila akad sudah sah maka para pihak te$rikat se$cara hukum pada suatu 

pe$rjanjian untuk me$laksanakan hak dan ke$wajibannya masing-masing (A. 

So$e$mitra, 2019). 

Ko$mpilasi Hukum E$ko$no$mi Syariah me$nye$butkan bahwa suatu 

akad tidak sah apabila be$rte$ntangan de$ngan syariat Islam, pe$raturan 

pe$rundang-undangan, ke$te$rtiban umum, dan/atau ke$susilaan. Akad yang 

dise$pakati dalam pe$rjanjian tidak me$gandung unsur ghalath atau khilaf, 

dilakukan di bawah ikrar atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau 

pe$nyamaran. Pihak yang me$lakukan pe$rjanjian dapat dikatakan ingkar janji 

atau tidak dapat me$me$nuhi pre$stasinya apabila me$lakukan ke$salahan 

de$ngan tidak me$lakukan apa yang te$lah dise$pakati dalam pe$rjanjian, 

me$laksanakan namun tidak se$suai de$ngan apa yang te$lah dijanjikan, 

me$lakukan janjinya se$cara te$rlambat, dan me$lakukan apa yang me$nurut 

pe$rjanjian tidak bo$le$h dilakukan (H. Pe$rdata, Pasal 36 Ko$mpilasi Hukum 

E$ko$no$mi Syariah). 



 

 

Apabila salah satu pihak dalam ko$ntrak pe$rjanjian me$lakukan ingkar 

janji maka dapat dijatuhkan sanksi be$rupa pe$mbayaran ganti rugi, 

pe$mbatalan akad, pe$ralihan risiko$, de$nda, dan pe$mbayaran biaya pe$rkara. 

Akad dibe$dakan me$njadi dua macam dari se$gi nama, yaitu akad be$rnama 

(al-aqd al-musamma) dan akad tidak be$rnama (al-aqd gair al musamma). 

Akad be$rnama me$rupakan akad yang me$miliki ke$te$ntuan khusus 

se$hingga dibe$rikan nama te$rte$ntu. Akad tidak be$rnama adalah akad yang 

tidak me$ndapat pe$ngaturan khusus dalam ke$te$ntuan fikih. Akad tidak 

be$rnama dibuat se$suai de$ngan ke$butuhan para pihak de$ngan tujuan untuk 

te$rpe$nuhinya ke$pe$ntingan dalam akad. Tujuan akad tidak be$rnama 

dite$ntukan o$le$h para pihak yang me$mbuat akad de$ngan syarat tidak 

be$rte$ntangan de$ngan hukum syariah. Aturan akad tidak be$rnama tunduk 

pada ke$te$ntuan umum akad dan tidak ada ke$te$ntuan khusus (S. Anwar, 

2020). 

Co$nto$h akad tidak be$rnama adalah akad pe$ne$rbitan buku. Akad ini 

tidak ada pe$ngaturan khusus baginya dalam ke$te$ntuan undang-undang 

syariah. Pe$mbuatan akad didasarkan ke$pada ke$te$ntuan umum akad pada 

umumnya yang dite$ntukan dalam te$o$ri umum akad (naẓriyyat al-‗aqd). 

Se$suai de$ngan asas ke$be$basan be$rakad (mabda‘ ḥurriyat at-ta‗āqud), para 

pihak dapat me$mbuat akad tidak be$rnama apa pun be$ntuknya dan be$risi apa 

saja se$panjang be$rke$se$suaian de$ngan ke$te$ntuan umum pe$mbuatan akad. 

Se$lain itu, imple$me$ntasi akad tidak be$rnama pada hukum ko$ntrak 

bisnis syariah te$rlihat pada ko$ntrak pe$le$langan barang, ko$ntrak pe$riklanan 



 

 

o$nline$ dan lain se$bagainya. Yang mana akad te$rse$but be$lum te$rdapat 

ke$te$ntuan khusus yang me$ngatur ko$ntrak didalamnya. Se$hingga para pihak 

dapat me$ne$ntukan se$ndiri klausul yang akan dibuat se$rta akibat dan sanksi 

apabila para pihak me$lakukan pe$langgaran.



 

 

BAB III 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi 

 

Dalam pe$mbahasan ini Sungai Pe$nuh adalah se$buah Ko$ta o$to$no$m 

baru yang dime$karkan dari Kabupate$n Ke$rinci dimana awalnya me$rupakan 

Ibuko$ta Kabupate$n Ke$rinci. Ko$ta Sungai Pe$nuh dire$smikan be$rdasarkan 

Undang-undang No$mo$r 20 Tahun 2008. 

1. Po$tre$t Ge$o$grafis Sungai Pe$nuh 

 

Le$tak Ge$o$grafis Ko$ta Sungai Pe$nuh antara 1010 14'32"BT sampai 

de$ngan 1010 27'31"BT dan 020 01'40" LS sampai de$ngan 020 14'54" LS. 

De$ngan luas ke$se$luruhan 

39.150 ha, yang te$rdiri dari TNKS se$luas 23.177,6 ha (59,2%) dan lahan 

hunian budidaya se$luas 15.972,4 ha (48,8%) (BPS Sungai Pe$nuh Tahun 

2024). 

2. Le$tak dan Ke$adaan To$po$grafi Sungai Pe$nuh 

 

Dae$rah Sungai Pe$nuh ke$rinci yang indah dan me$narik se$ta udaranya 

yang se$juk nyaman adalah anuge$rah dari Allah SWT yang harus di syukuri 

o$le$h se$mua pe$nghuninya se$panjang masa. Tanahnya yang be$rbukit, 

be$rle$mbah, dihiasi pula o$le$h be$be$rapa buah sungai yang be$rliku – liku di 

se$la – se$la bukit yang me$nuju be$be$rapa danau yang me$ngaca ditimpa sinar 

matahari de$ngan isinya yang tidak kunjung habis dan se$lalu dinikmati o$le$h 

ne$layan dan pe$nduduknya se$rta ditambah pula de$ngan tanahnya yang subur 

ditumbuhi be$rbagai tanaman, baik tanaman yang ditanam se$ndiri maupun 



 

 

tanaman yang e$kspo$r yang se$tiap hari ke$ luar ne$ge$ri dari dae$rah Ke$rinci, 

me$nye$babkan Bumi Sakti Alam Ke$rinci 

te$rke$nal de$ngan ke$makmurannya dan ke$amanan yang te$rjamin pe$nuh (BPS 

Sungai Pe$nuh Tahun 2024). 

Sungai Pe$nuh me$miliki wilayah de$ngan luas 39.150 km yang te$rdiri 

dari 85% daratan dan 15% dae$rah pe$rairan dan rawa. Se$cara ge$o$grafis 

dae$rah ini be$rada pada po$sisi 100º50' - 101º52' BT dan 0º15' - 1º30' LU, 

be$rbatas de$ngan wilayah se$bagai be$rikut: Dae$rah sungai penuh yang indah 

dan me$narik se$rta udaranya yang se$juk nyaman adalah anuge$rah dari Allah 

SWT yang harus di syukuri o$le$h se$mua pe$nghuninya se$panjang masa. 

Tanah nya yang be$rbukit, be$rle$mbah, dihiasi pula o$le$h be$be$rapa buah 

sungai yang be$rliku – liku di se$la – se$la bukit yang me$nuju be$be$rapa danau 

yang me$ngaca ditimpa sinar matahari de$ngan isinya yang tak kunjung habis 

dan se$lalu dinikmati o$le$h ne$layan dan pe$nduduknya se$rta ditambah pula 

de$ngan tanahnya yang subur ditumbuhi be$rbagai tanaman, baik tanaman 

yang ditanam se$ndiri maupun tanaman yang e$kspo$r yang se$tiap hari ke$ luar 

ne$ge$ri dari dae$rah Sungai Pe$nuh, me$nye$babkan sungai penuh te$rke$nal 

de$ngan ke$makmurannya dan ke$amanan yang te$rjamin pe$nuh (BPS Sungai 

Pe$nuh Tahun 2024). 

Sungai Pe$nuh te$rdiri dari 8 dae$rah ke$camatan yaitu Tanah 

Kampung, Kumun De$bai, Sungai Pe$nuh, Po$ndo$k Tinggi, Sungai Bungkal, 

Hamparan Rawang, Pe$sisir Bukit Dan Ko$to$ Baru. Jumlah pe$nduduk 88.918 

jiwa de$ngan rata-rata ke$padatan pe$nduduk 47,98 jiwa/km. Ibu Ko$ta 



 

 

Kabupate$n be$rada di Ko$ta sungai pe$nuh se$kitar 180 km dari Ibu Ko$ta 

Pro$vinsi Jambi (BPS Sungai Pe$nuh Tahun 2024). 

Be$rdasarkan hasil wawancara pe$nulis de$ngan bagian pe$me$rintah 

Dae$rah Ke$camatan Sungai Pe$nuh, maka dipe$ro$le$h data bahwa Ke$camatan 

Sungai Pe$nuh me$rupakan salah satu ke$camatan di sungai penuh yang luas 

wilayahnya + 3,35 km2. Ke$camatan sungai pe$nuh me$rupakan dataran tinggi 

de$ngan ke$tinggian be$rada diantara 500_1.500 me$te$r di atas pe$rmukaan laut. 

Te$rle$tak pada po$sisi antara 1010 14‟Be$rair Te$rjun. 32 BT sampai de$ngan 

1010 27‟31‖ BT dan 020 01‟ 40‖LS sampai de$ngan 020 14 

„ 54‟ LS se$suai undang – undang no$mo$r 25 tahun 2008 te$ntang 

pe$mbe$ntukan ko$ta Sungai Pe$nuh. (BPS Sungai Pe$nuh Tahun 2024). 

B. Denda Pembayaran PDAM  

Ke$dudukan PDAM di Ko$ta Sungai Pe$nuh adalah le$mbaga yang 

be$rsifat se$bagai le$mbaga pe$layanan publik kare$nan be$rdasarkan krite$ria 

pe$layanan publik yang te$rdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No$mo$r 25 

Tahun 2009 te$ntang Pe$layanan Publik me$liputi pe$ngadaan dan pe$nyaluran 

barang publik yang dilakukan o$le$h instansi pe$me$rintah yang se$bagian atau 

se$luruh dananya be$rsumbe$r dari anggaran pe$ndapatan dan be$lanja ne$gara 

dan/atau anggaran pe$ndapatan dan be$lanja dae$rah. Pada akhir tahun 2017 

be$rdasarkan Pe$raturan Dae$rah No$mo$r 09 Tahun 2017 te$ntang Pe$ndirian 

PDAM Tirta Khayangan Ko$ta Sungai Pe$nuh, maka awal tahun 2018 ase$t 

PDAM Ko$ta Sungai Pe$nuh dike$lo$la o$le$h Kabupate$n Ke$rinci dise$rahkan 

ke$ Ko$ta Sungai Pe$nuh yang disingkat de$ngan nama Pe$rumda Tirta 



 

 

Khayangan se$suai de$ngan Pe$raturan Dae$rah Ko$ta Sungai Pe$nuh No$mo$r 09 

Tahun 2019 Te$ntang Pe$rusahaan Umum Dae$rah Air Minum Tirta 

Khayangan Ko$ta Sungai Pe$nuh. Pe$ngalihan Ase$t ini dilakukan o$le$h 

Pe$me$rintahan Ko$ta Sungai Pe$nuh be$rtujuan agar pe$rce$patan pro$se$s 

administrasi dan pe$layanan ke$pada masyarakat Ko$ta Sungai Pe$nuh. 

PDAM Tirta Khayangan Ke$camatan Tanah Kampung me$miliki 

aturan pe$nge$lo$lan dan ke$bijakan yang be$rbe$da antar satu PDAM de$ngan 

PDAM lainnya. Ke$bijakan yang be$rbe$da ini juga te$rmasuk me$nge$nai wakty 

yang pe$aling te$lat bayar PDAM yang 

dipe$rke$nankan. PDAM me$mbe$rlakukan dispe$nsasi paling lama untuk 

pe$langgan me$lakukan pe$lunasan tagihan/ pe$mbayaran yaitu pada tanggal 20 

se$tiap bulannya.  

Pe$langan yang te$rlambat me$lakukan pe$mbayaran sudah se$layaknya 

dike$nakan de$nda atau snaksi se$bagaimana tujuan awal dari de$nda yaitu 

minimal Rp.5000 dan maksimal Rp 15.000. Dalam praktiknya, tidak mudah 

me$nge$tahui pe$nye$bab pe$langgan me$lakukan pe$nundaan pe$mbayaran 

tagihan. Maka dari itu pihak PDAM Tirta Khayangan Ke$camatan Tanah 

Kampung harus me$lakukan ide$ntifikasi tiap pe$langgan. 

Pihak PDAM Tirta khayangan Ke$camatan Tanah Kampung juga 

me$mbe$ri ke$ringanan ke$pada pe$langgan yang me$nunggak bukan kare$na 

ke$se$ngajaan, me$lainkan dana yang me$re$ka miliki digunakan untuk be$ro$bat, 

se$hingga pihak PDAM Tirta Khayangan Ke$camatan Tanah Kampung 

me$mbe$ri batas waktu tunggakan dibayar lunas paling lama 1 bulan. Namun, 



 

 

jika pe$langgan tidak me$lakukan pe$mbayaran se$lama 3 bulan be$rturut-turut, 

maka PDAM Tirta Khayangan Ke$camatan Tanah Kampung akan me$lakukan 

pe$mutusan sambungan se$me$ntara. Pe$mutusan ini te$ntunya tidak dilakukan 

se$cara tiba-tiba. Pihak PDAM Tirta Khayangan Ke$camatan Tanah Kampung 

akan te$rle$bih dahulu me$ngirimkan surat be$rupa pe$mbe$ritahuan dan 

me$mbe$rikan ke$se$mpatn batasan waktu untuk me$nye$le$saikan ke$wajiban 

pe$mbayaran. (Wawancara di PDAM Khayangan Ke$camatan Tanah 

Kampung). 

Be$saran de$nda ke$te$rlambatan pe$mbayaran air di PDAM dapat 

be$rvariasi te$rgantung ke$bijakan masing-masing PDAM. De$nda ini 

dibe$rlakukan untuk me$ndo$ro$ng pe$langgan me$mbayar tagihan te$pat waktu. 

Co$nto$h be$saran de$nda ke$te$rlambatan pe$mbayaran air PDAM 

 

1) De$nda 2% dari biaya pe$makaian di bulan te$rse$but jika pe$mbayaran 

dilakukan me$le$wati tanggal 20 di bulan pe$rtama 

2) De$nda Rp 5000 pe$r bulan jika pe$mbayaran me$le$wati batas waktu tanggal 

15 se$tiap bulannya 

3) De$nda Rp 15.000 untuk ke$lo$mpo$k pe$langgan IIIA – IIIB. (Wawancara di 

PDAM Khayangan Ke$camatan Tanah Kampung) 

Se$lain de$nda, pe$langgan yang te$lat bayar PDAM juga dapat 

dike$nakan sanksi lain, se$pe$rti pe$mutusan se$me$ntara atau pe$rmane$n. Sanksi 

ke$te$rlambatan pe$mbayaran PDAM 

1) Pe$nutupan se$me$ntara untuk pe$langgan yang me$nunggak pe$mbayaran 2 

bulan 

 



 

 

2) Pe$ncabutan instalasi dan me$te$r air untuk pe$langgan yang me$nunggak 

pe$mbayaran 3 bulan 

3) Pe$mbayaran biaya pe$mbukaan atau pe$nyambungan ke$mbali se$te$lah 

me$lunasi tunggakan. (Wawancara di PDAM Khayangan Ke$camatan 

Tanah Kampung). 

 Me$mbayar tagihan PDAM te$pat waktu pe$nting untuk me$njaga 

ke$lancaran paso$kan air be$rsih. Tunggakan PDAM dapat dicicil ke$ dalam 

be$be$rapa angsuran.



 

 

BAB IV 

 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Denda Keterlambatan Pembayaran Air Di PDAM Unit Tirta 

Khayangan Di Kecamatan Tanah Kampung 

1. Penerapan kebijakan keterlambatan Pembayaran Air Di PDAM Unit 

Tirta Khayangan Di Kecamatan Tanah Kampung 

PDAM me$rupakan layanan pe$nggunaan air be$rsih yang me$miliki 

siste$m be$rlangganan dan pe$mbayaran yang dilakukan se$tiap bulan 

be$rdasarkan jumlah pe$makaian air yang digunakan, de$ngan me$lihat 

pe$makaian me$lalui me$te$ran air yang biasa dipasang di de$pan rumah se$tiap 

pe$langgan. Me$te$ran ini dihubungkan me$lalui pipa instalasi PDAM 

lingkungan me$nuju pipa instalasi air yang ada di dalam rumah 

(pe$rkim.id/pe$rmukiman/pdam-atau-sumur-gali, 2021). 

Pe$rusahaan Dae$rah Air Minum (PDAM) me$miliki aturan 

pe$nge$lo$laan dan ke$biljakan yang be$rbe$da antara satu PDAM de$ngan 

PDAM lainnya. Ke$bijakan yang be$rbe$da ini juga te$rmasuk me$nge$nai waktu 

yang paling te$lat bayar PDAM yang dipe$rke$nankan. Ke$banyakan dari 

PDAM me$mbe$rlakukan batas paling lama pe$langgan me$lakukan pe$lunasan 

tagihan/pe$mbayaran yaitu pada tanggal 20 se$tiap bulannya. Me$skipun 

se$pe$rti itu, be$be$rapa lainnya ada juga yang me$mbe$ri ke$lo$nggaran batas 

akhir bayar PDAM le$bih lama hingga tanggal 25 se$tiap bulannya. 

Pe$langgan yang te$rlambat me$lakukan pe$mbayaran sudah se$layaknya 



 

 

dike$nakan de$nda atau sanksi, se$bagaimana tujuan awal dari de$nda yaitu 

se$bagai tindakan pe$nce$gahan, untuk me$nce$gah pe$langgan tidak me$mbayar, 

te$rutama jika me$re$ka mampu untuk me$mbayar. Dalam praktiknya, tidak 

mudah me$nge$tahui pe$nye$bab pe$langgan me$lakukan pe$nundaan 

pe$mbayaran tagihan. Maka dari iltu pihak PDAM harus mampu me$lakukan 

ide$ntifikasi tiap pe$langgan.  

  Berikut adalah hasil wawancara dengan 5 orang yang telat dalam 

pembayaran PDAM Unit Tirta Khayangan Tanah Kampung: 

1. Bapak Andi (Wiraswasta, usia 45 tahun) Alasan keterlambatan: Pendapatan 

usaha menurun selama dua bulan terakhir sehingga harus mengutamakan 

kebutuhan pokok keluarga. Frekuensi keterlambatan: Sering (3 kali dalam 6 

bulan terakhir). Tanggapan terhadap denda: Menyadari kewajiban membayar 

denda, namun berharap ada kebijakan keringanan atau cicilan. 

2. Ibu Sari (Ibu rumah tangga, usia 38 tahun) Alasan keterlambatan: Lupa 

membayar karena suaminya yang biasa membayar sedang bekerja di luar 

kota. Frekuensi keterlambatan: 1 kali. Tanggapan terhadap denda: Merasa 

kaget karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, berharap ada 

pemberitahuan melalui WhatsApp atau SMS. 

3. Pak Junaidi (Buruh harian, usia 50 tahun) Alasan keterlambatan: Penghasilan 

tidak tetap, kadang harus memilih antara kebutuhan dapur atau tagihan. 

Frekuensi keterlambatan: 4 kali dalam setahun terakhir. Tanggapan terhadap 

denda: Merasa berat dengan sistem denda yang langsung menumpuk, 

mengusulkan sistem peringatan dua tahap sebelum denda diberlakukan. 



 

 

4. Ibu Lina (Pegawai Honorer, usia 29 tahun) Alasan keterlambatan: Gaji sering 

terlambat turun sehingga tidak bisa membayar tepat waktu. Frekuensi 

keterlambatan: 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Tanggapan terhadap denda: 

Menerima aturan tersebut, namun berharap PDAM bisa menyesuaikan waktu 

jatuh tempo dengan tanggal umum gajian ASN/honorer. 

5. Bapak Rahmat (Pensiunan, usia 62 tahun) Alasan keterlambatan: Tidak 

paham cara membayar melalui loket karena sudah lama tidak membayar 

langsung sendiri (biasanya dibantu anak). Frekuensi keterlambatan: 2 kali 

dalam setahun Tanggapan terhadap denda: Bingung soal sistem denda, 

berharap PDAM menyediakan layanan kunjungan atau edukasi bagi lansia. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan, dapat disimpulkan 

bahwa keterlambatan pembayaran denda PDAM Unit Tirta Khayangan 

Tanah Kampung disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. 

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, terutama bagi informan yang 

memiliki penghasilan tidak tetap atau berada dalam kondisi keuangan yang 

sulit. Selain itu, kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai sistem 

pembayaran dan penerapan denda juga turut memengaruhi keterlambatan 

tersebut. 

Beberapa informan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya 

denda atau lupa jadwal pembayaran karena tidak adanya pengingat resmi dari 

PDAM. Faktor lain seperti keterbatasan akses teknologi dan ketidaktahuan 

cara membayar secara mandiri, terutama pada kelompok lansia, turut 

memperparah kondisi ini. 



 

 

Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan 

layanan komunikasi dari pihak PDAM, termasuk sistem pemberitahuan 

otomatis, edukasi kepada pelanggan, serta fleksibilitas dalam metode 

pembayaran. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis kebutuhan 

pelanggan, diharapkan tingkat kepatuhan dalam pembayaran tagihan dan 

denda dapat meningkat secara signifikan. 

Pihak PDAM juga me$mbe$rikan ke$ringanan ke$pada pe$langgan yang 

me$nunggak bukan kare$na ke$se$ngajaan, me$lainkan dana yang me$re$ka miliki 

digunakan untuk be$ro$bat. Se$hingga pihak PDAM me$mbe$rikan batas waktu 

tunggakan dibayar lunas paling lama 1 bulan. Namun, jika pe$langgan tidak 

me$lakukan pe$mbayaran se$lama 3 bulan be$rturut-turut, maka baruah PDAM 

akan me$lakukan pe$mutusan sambungan se$me$ntara. Pe$mutusan ini te$ntunya 

tidak dilakukan se$cara tiba-tiba. Pihak PDAM akan te$rle$bih dahulu 

me$ngirimkan surat be$rupa pe$mbe$ritahuan dan me$mbe$rikan ke$se$mpatan 

batasan waktu untuk me$nye$le$saikan ke$wajiban pe$mbayarannya 

(Muhammad Idris, 2022). 

Be$rdasarkan pe$rnyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pe$langgan yang te$lat me$lakukan pe$mbayaran le$wat dari tanggal yang te$lah 

dite$ntukan akan dike$nakan de$nda. Pe$langgan dibe$rikan to$le$ransi se$lama 3 

hari, le$wat dari ini maka akan dike$nakan de$nda. Adapun be$saran de$nda 

yang dibe$rikan yaitu se$suai de$ngan ke$se$pakatan awal antara pihak PDAM 

dan pe$langgan. Tujuan dibe$rlakukan de$nda agar pe$langgan je$rah untuk 

tidak lalai atau me$nunda me$lakukan pe$mbayaran. 



 

 

Pe$ne$rapan de$nda atau sanksi pada pe$langgan yang me$miliki 

ke$mampuan untuk me$mbayar dan me$nunda me$lakukan pe$mbayaran kare$na 

dananya digunakan untuk hal yang lain adalah me$rupakan tindakan yang 

te$pat. Hal ini ke$mbali lagi ke$ tujuan awal pe$ne$rapan de$nda se$bagai unsur 

pre$ve$ntif, se$hingga pe$langgan akan me$rasa je$ra untuk me$lakukan 

wanpre$stasi, te$rle$bih jika dia mampu me$mbayar. Di samping itu juga, 

pe$ne$rapan de$nda/sanksi te$lah me$njalankan fungsi e$dukatif yaitu 

me$ngajarkan ke$pada pe$langgan agar te$rtib, bahwasanya ke$wajiban 

me$mbayar se$buah angsuran/tagihan adalah hal yang utama dan harus 

dise$le$saikan te$rle$bih dahulu (Irfan Harmo$ko$, 2019). 

2. Denda Keterlambatan Pembayaran Menurut Islam 

De$nda adalah saah satu je$nis dari hukuman ta‟zir. Ta‟zir se$cara 

bahasa dise$but ta‟dib yang be$rarti me$mbe$ri pe$lajaran. Ta‟zir juga dapat 

diartikan se$bagai al-raddu waal-man‟u, yang artinya me$no$ak dan 

me$nce$gah (Ahmad Wardi Muslich, 2005). Al- ta‟zir yaitu larangan, 

pe$nce$gahan, me$ne$gur, me$nce$la, me$nghukum, dan me$mukul. Hukuman 

yang tidak dite$ntukan jumlah dan be$ntuknya, yang wajib dilaksanakan 

te$rhadap se$gala be$ntuk maksiat yang tidak te$rmasuk hudud dan kafarah, 

baik me$nyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi (Abdul Aziz Dahlan, 

2003). Se$dangkan pe$nge$rtian ta‘zir me$nurut istilah, se$bagaimana yang 

dike$mukakan o$le$h al- Mawardi yang me$nyatakan bahwa hukuman 

pe$ndidikan atas do$sa (maksiat) yang be$lum dite$ntukan hukumannya o$le$h 

syara‘. Se$dangkan Ibrahim Unais dan kawan- kawan me$mbe$rikan de$finisi 



 

 

ta‘zir me$nurut Islam adalah hukuman pe$ndidikan yang tidak me$ncapai 

hukuman ḥad syar‘I (Muslich, 2005). 

Be$rdasarkan pada pe$nje$lasan se$be$lumnya bahwa hak dan ke$wajiban 

pe$langgan PDAM te$rjadi apabila pe$langgan te$rse$but sudah me$nyatakan 

dirinya untuk be$rlangganan. Se$te$lah me$njadi pe$langgan maka se$cara tidak 

langsung me$re$ka wajib me$naati se$gala pe$raturan ataupun ke$te$ntuan-

ke$te$ntuan yang artinya pihak PDAM dan pe$langgan sudah me$mbuat akad 

(pe$rjanjian) satu sama lain. Pe$rjanjian te$rse$but dibuat dalam be$lntuk te$rtulis 

yang ke$mudian ditandatangani o$le$h pe$langgan. Dalam pe$mbuatan 

pe$raturan sudah se$suai de$ngan rukun dan syarat te$rbe$ntuknya akad yang 

ada di PDAM. 

Pe$mbe$rian sanksi (de$nda) ke$pada pe$langgan yang me$nunda-nunda 

pe$mbayaran tagihan air pada dasarnya tidak dibahas se$cara rinci dalam 

Islam, tidak ada dalil Al-Qur‘an dan hadits yang me$nye$butkan pe$laksanaan 

pe$mbayaran de$nda pada ke$te$rlambatan air PDAM. 

Te$rkait masalah hukum bo$le$h atau tidaknya se$be$narnya hukum 

se$tiap ke$giatan mu‘amalah yaitu bo$le$h. Hal ini se$suai de$ngan prinsip umum 

mu‘amalah itu se$ndiri yang pe$rtama yaitu pada dasarnya se$gala be$ntuk 

ke$giatan muamalah yaitu bo$le$h ke$cuali ada dalil yang me$ngharamkannya. 

Prinsip ke$dua yaitu ke$giatan mu‘amalah dilakukan atas dasar pe$rtimbangan 

me$ndatangkan manfaat dan me$nghindarkan mudharat. Prinsip ke$tiga yaitu 

muamalah dilaksanakan be$rdasarkan nilai ke$se$imbangan dalam 



 

 

pe$mbangunan. Prinsip ke$e$mpat yaitu muamalah dilaksanakan de$ngan 

me$ngacu pada ko$nse$p ke$adilan dan me$nghindarkan unsur-unsur 

ke$dzaliman (Fathurrahman Djamil, 2013). Islam te$lah me$nganjurkan dalam 

be$rmuamalah he$ndaknya tidak be$rte$ntangan de$ngan prinsip agama, 

misalnya tidak ada ke$zaliman, pe$nipuan dan ko$mpe$tisil tidak se$hat. Prinsip 

dalam hukum Islam yaitu me$ngutamakan ke$pe$ntingan umum atau 

me$ne$tapkan ke$maslahatan dan me$nghindari ke$mafsadatan bagi manusia, 

kare$na tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu dalam rangka untuk 

me$me$lihara agama, me$me$lihara jiwa, maka ke$tika be$rtransaksi harus 

dilandasi saling me$ridhai. Se$bagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur‘an 

surah An-Nisa ayat 29, yaitu : 

‘ َِ يٓايَُّهَا اىَّذِيْ  ٰ
 ’

َُ تِجَارَة ُْ تنَُىْ هٓ اَ  ٰ َٰ ّ ٌْ بِاىْباَطِوِ اِ ٌْ بيَْْنَُ ىَاىنَُ ٍْ وٓا اَ  ٰ ْٰ ْىُْا هَ تأَمُْوُ ٍَ ِْ ˝ ا ًْ „تزََا  عَ ْْلُ  ض ِ'ٍ

وَهَ 

تقَْ 

تُ 

  ٰ ْٰ هُ

وٓا 

فُ  ّْ اَ

سَ 

كُ 

 ًْ 

ٌْ رَحِيْ   َُ بنُِ َُّ  اىوَّ مَا  ٍا˝اِ

Artinya: ―Hai o$rang-o$rang yang be$riman, janganlah kamu saling 



 

 

me$makan harta se$samamu de$ngan jalan yang batil, ke$cuali de$ngan jalan 

pe$rniagaan yang be$rlaku de$ngan suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu me$mbunuh dirimu. Se$sungguhnya Allah adalah Maha 

Pe$nyayang ke$padamu‖. (An-Nisa ayat 29) 

Adapun praktik pihak PDAM dalam me$ne$rapkan sanksi de$nda 

ke$pada para pe$langgan yang tidak me$njalankan ke$wajibannya de$ngan baik 

sudah cukup adil se$bab sanksi de$nda ini be$rtujuan agar dapat me$mbe$rikan 

e$fe$k je$rah ke$pada pe$langgan te$rse$but. Namun bagi pe$langgan yang 

me$miliki masalah dan me$minta ke$ringanan ke$pada pihak PDAM, de$ngan 

alasan bahwa dana me$re$ka gunakan buat ke$pe$rluan be$ro$bat maka pihak 

PDAM akan me$mbe$rikan ke$ringanan paling lama 1 bulan agar dapat 

me$lunasi pe$mbayaran pe$makaian air PDAM. 

Pe$ne$rapan de$nda harus se$suai de$ngan syarat yang dite$ntukan dalam 

ko$mpilasi hukum e$ko$no$mi syariah, sanksi yang dapat dibe$rikan ke$pada 

o$rang yang ingkar janji dije$laskan dalam pasal 36. Adapun ke$te$ntuan-

ke$te$ntuannya yaitu : (Tim Re$daksi, Ko$mpilasi Hukum E$ko$no$mi Syariah) 

1. Tidak me$lakukan apa yang dijanjikan untuk me$lakukannya. 

 

2. Me$laksanakan apa yang dijanjikannya, te$tapi tidak se$bagaimana 

dijanjikan. 

 

3. Me$lakukan apa yang dijanjikannya, te$tapi te$rlambat. 

 

4. Me$lakukan se$suatu yang me$nurut pe$rjanjian tidak bo$le$h dilakukan. 

 

Tindakan me$nunda-nunda yang kadang pe$langgan PDAM lakukan 



 

 

dilarang dalam hukum Islam. Hal ini se$suai de$ngan firman Allah SWT. 

dalam Al-Qur‘an surah Al-Maidah ayat 1, yaitu: 

‘ َِ يٓايَُّهَا اىَّذِيْ  ٰ
 ’

ًِ اِهَّ  ّْعاَ َٰ تُ اهْ ََ ٌْ بهَِيْ وٓا اوَْفىُْا بِاىْعقُىُْ ِ د احُِيَّتْ ىنَُ  ٰ ْٰ ُِ ٍَ ا يتُْ  ا ٍَ
 ’

حِوِ  ٍُ ٌْ غَيْزَ  ىً عَييَْنُ
'

ي 

اى

صَّ 

يْ 

دِ 

وَ 

اَّْ 

تُ 

 ًْ

حُ 

رُ 

 

 ً

اِ 

 َُّ

  

ا يزُِيْدُ  ٍَ  ٌُ اىوَّ يحَْنُ  ٰ 

Artinya: ―Hai o$rang-o$rang yang be$riman, pe$nuhilah akad-akad itu‖. (Al-

Maidah ayat 1) 

Adapun maksud dari ayat te$rse$but yaitu se$tiap mukmin 

be$rke$wajiban untuk me$nunaikan apa yang te$lah dia janjikan dan akadkan, 



 

 

baik be$rupa pe$rkataan maupun pe$rbuatan, se$bagaimana yang dipe$rintahkan 

o$le$h Allah SWT. Se$lagi apa yang dijanjikan dan akadkan itu tidak be$rsifat 

me$nghalalkan barang yang haram atau me$ngharamkan barang yang halal. 

Se$pe$rti halnya apa yang te$rle$bih dahulu pe$langgan se$pakati de$ngan pihak 

PDAM jika ingin be$rlangganan air PDAM. 

O$rang yang me$mbe$rikan pe$rse$tujuan dalam ko$ntrak be$rarti bahwa 

me$re$ka be$tul-be$tul me$nyadari dan me$nghe$ndaki adanya ko$ntrak se$rta siap 

me$ne$rima se$gala akibat yang akan timbul dari ko$ntrak te$rse$but jika 

dilanggar. Pe$rjanjian yang te$rdapat dalam ko$ntrak me$miliki ke$kuatan yang 

be$rsifat me$ngikat bagi para pihak dalam ko$ntrak te$rse$but. Se$hingga isi dari 

pe$rjanjian te$rse$but harus se$lalu dilaksanakan. Jika hal te$rse$but te$rlaksana 

de$ngan baik akan te$rcipta ke$hildupan yang te$rtib dan adil yang dirasakan 

o$le$h para pihak. 

Be$rdasarkan pe$nje$lasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

praktik de$nda ke$te$rlambatan air PDAM dalam hukum e$tika bisnis syariah 

ke$pada pe$langgannya dilakukan be$rdasarkan pe$rjanjian yang dise$pakati 

be$rsama. Dari pe$ne$tapan de$nda te$rse$but dimaksudkan agar para pe$langgan 

me$mbayar tagihan air se$tiap bulannya se$cara rutin. O$le$h kare$na itu, 

pe$ne$tapan de$nda ke$te$rlambatan pe$mbayaran air PDAM tidak be$rte$ntangan 

de$ngan hukum Islam. 

B. Dampak Penerapan Kebijakan Denda Keterlambatan Pembayaran 

Terhadap Kesejahteraan Konsumen Dari Perspektif Hukum Ekonomi 



 

 

Syariah 

Pe$rusahaan Dae$rah Air Minum (PDAM) me$rupakan salah satu 

pe$rusahaan yang be$rge$rak di bidang jasa dan be$ro$rie$ntasi pada pe$langgan 

di bawah pe$ngawasan pe$me$rintah. Hal ini se$suai de$ngan Undang-undang 

Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), ―Bumi dan air dan ke$kayaan alam yang 

te$rkandung di dalamnya dikuasai o$le$h ne$gara dan dipe$rgunakan untuk 

se$be$sar-be$sar ke$makmuran rakyat.‖ Be$rdasarkan pasal te$rse$but, 

pe$me$rintah be$rpe$ran me$nge$lo$la sumbe$r air de$ngan se$baik-baiknya yang 

disalurkan ke$ pe$mukiman untuk ke$se$jahte$raan masyarakat. Se$iring de$ngan 

pe$rke$mbangan jumlah pe$nduduk yang se$makin banyak, ke$butuhan air 

be$rsih pun se$makin tinggi. Air me$njadi unsur te$rpe$nting dalam ke$hidupan 

manusia, kare$na digunakan untuk minum, me$masak, me$ncuci, dan lainnya. 

Se$hubungan de$ngan hal te$rse$but maka, dibe$ntuklah badan usaha 

pe$me$rintah yang be$rge$rak di bidang pe$nyaluran air, yakni PDAM yang 

be$rpe$ran pe$nting me$nge$lo$la dan me$nyalurkan ke$butuhan air be$rsih untuk 

Masyarakat (Ne$li P, Nafritman, 2020). 

Pe$rusahaan air minum yang dike$lo$la ne$gara se$cara mo$de$rn sudah 

ada se$jak zaman pe$njajahan Be$landa pada tahun 1920-an de$ngan nama 

Wate$rle$iding se$dangkan pada pe$ndudukan Je$pang pe$rusahaan air minum 

dinamai Suido$ Syo$. (Wikipe$dia.o$rg) Pihak PDAM yang dibe$ntuk khusus 

se$bagai pro$duse$n air untuk masyarakat yang me$nyangkut untuk ke$pe$rluan 

ke$butuhan masyarakat pe$ngguna layanan, se$rta air yang dise$diakan pihak 

PDAM harus be$rdasarkan pe$raturan Ke$se$hatan yang sudah dibe$ntuk. Yaitu 



 

 

air yang be$rsih, aman, dan se$suai standar Ke$se$hatan. Dan te$ntunya, PDAM 

me$mpunyai pe$rse$tujuan antara pihak dire$ksi dan pe$me$rintah de$ngan 

pe$raturan- pe$raturan yang dike$luarkan o$le$h pe$me$rintah. Ke$rjasama ini 

te$ntunya be$rtujuan agar pe$mbangunan, khususnya aliran air minum 

me$nganut syste$m yang baik, dan aman agar se$suai de$ngan no$rma-no$rma. 

Pe$ntingnya aturan yang me$mbahas te$ntang Hak-Hak Ko$nsume$n 

yang di atur di dalam Pasal 4 UUPK yang dimana ko$nsume$n be$rhak 

me$ndapatkan ke$amanan dan ke$nyamanan se$rta ke$se$lamatan ko$nsume$n 

pe$ngguna PDAM. Dan te$ntunya, dibe$ntuk juga pe$raturan yang ditujukan 

ke$pada pe$laku usaha dalam me$laksanakan ke$giatan pro$duksi barang dan 

jasa se$pe$rti Larangan yang di lakukan agar te$tap me$me$nuhi standar se$suai 

yang disyaratkan, se$pe$rti co$nto$hnya masyarakat pe$ngguna layanan PDAM 

be$rhak me$ndapatkan air be$rsih, dan te$ntunya pihak PDAM wajib 

me$me$nuhi Hak ko$nsume$n, apabila ko$nsume$n me$rasa Haknya tidak 

te$rpe$nuhi pihak PDAM wajib me$ne$rima ko$mple$n te$rse$but, dan jika 

ko$nsume$n me$rasa re$sah Ke$tika pe$rmasalahan air se$pe$rti air mati tidak 

masuk ke$rumah masyarakat dan te$ntunya me$nghambat aktivitas masyarakat, 

pihak PDAM wajib me$ngatasi hal te$rse$but. 

Se$te$lah dibe$ntuknya aturan ini, te$ntunya jika te$rjadi se$suatu yang 

me$langgar aturan Hukum yang dibe$ntuk, maka akan me$ndapatkan 

ko$nse$kue$nsi Hukum yang dibe$rikan o$le$h UUPK. Se$tiap pe$langgaran yang 

dise$babkan pe$laku usaha dan te$ntunya me$mbe$rikan ke$rugian ke$pada 

ko$nsume$n, pihak pe$laku usaha wajib me$laksanakan tanggung jawab se$suai 



 

 

pe$langgaran yang di lakukan. Yang dimana sudah diatur di dalam Pasal 19 

UUPK yaitu : 

1. Pe$laku usaha be$rtanggung jawab me$mbe$rikan ganti rugi atas ke$rusakan, 

pe$nce$maran, dan/atau ke$rugian ko$nsume$n akibat me$ngko$nsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipe$rdagangkan. 

2. Ganti rugi se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat be$rupa 

pe$nge$mbalian uang atau pe$nggantian barang dan/atau jasa yang se$je$nis 

atau se$tara nilainya, atau pe$rawatan ke$se$hatan dan/atau pe$mbe$rian 

santunan yang se$suai de$ngan ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang-undangan 

yang be$rlaku. 

3. Pe$mbe$rian ganti rugi dilaksanakan dalam te$nggang waktu 7 (tujuh) hari 

se$te$lah tanggal transaksi. 

4. Pe$mbe$rian ganti rugi se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak me$nghapuskan ke$mungkinan adanya tuntutan pidana be$rdasarkan 

pe$mbuktian le$bih lanjut me$nge$nai adanya unsur ke$salahan. 

5. Ke$te$ntuan se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

be$rlaku apabila pe$laku usaha dapat me$mbuktikan bahwa ke$salahan 

te$rse$but me$rupakan ke$salahan ko$nsume$n. me$nye$butkan bahwa pe$laku 

usaha be$rtanggung jawab me$mbe$rikan ganti rugi apabila te$rjadinya 

ke$rusakan, pe$nce$maran dan ke$rugian ko$nsume$n. Salah satu tanggung 

jawab pe$laku usaha me$ngganti rugi be$rupa pe$nge$mbalian uang atau 

barang yang se$tara nilainya, dan te$ntunya se$suai de$ngan pe$rjanjian antara 



 

 

pe$lalku usaha dan ko$nsume$n. 

Pe$rusahaan Umum Dae$rah (Pe$rumda) Tirta Khayangan Ko$ta Sungai 

Pe$nuh, se$bagai pe$rusahaan mo$no$po$li dalam bidang distribusi air be$rsih 

untuk masyarakat Sungai Pe$nuh te$ntunya me$miliki jumlah pe$langgan yang 

te$rus me$ningkat se$tiap tahunnya. Se$makin me$ningkatnya jumlah 

pe$langgan, maka tidak me$nutup ke$mungkinan pula bahwa ke$luhan yang 

disampaikan o$le$h pe$langgan pun juga me$ningkat. Se$tiap tahunnya 

pe$ngguna PDAM Tirta Khayangan di Ko$ta Sungai Pe$nuh me$ngalami 

ke$naikan yang signifikan. Be$rtambahnya ko$nsume$n baru me$mbuktikan 

bahwa PDAM Tirta Khayangan Ko$ta Sungai Pe$nuh me$njadi salah satu 

pe$rusahaan yang me$me$gang pe$ranan pe$nting bagi masyarakat Tanah 

Kampung. Dimana PDAM Tirta Khayangan Kecamatan Tanah Kampung 

me$rupakan salah satunya pe$rusahaan air minum yang ada di Ko$ta Sungai 

Penuh. 

Pe$ne$rapan ke$bijakan de$nda ke$te$rlambatan pe$mbayaran o$le$h 

PDAM Unit Tirta Khayangan me$mbe$rikan dampak yang cukup signifikan 

te$rhadap ko$nsume$n, baik dari sisi e$ko$no$mi, psiko$lo$gis, maupun dalam 

tinjauan nilai-nilai ke$adilan so$sial yang se$laras de$ngan prinsip hukum 

e$ko$no$mi syariah. Be$rdasarkan te$muan yang dipe$ro$le$h se$lama pro$se$s 

pe$ne$litian, pe$nulis me$nilai bahwa ke$bijakan ini tidak se$pe$nuhnya 

me$nce$rminkan pe$nde$katan yang adil dan maslahat bagi se$luruh lapisan 

ko$nsume$n, te$rutama me$re$ka yang be$rada dalam ko$ndisi e$ko$no$mi re$ntan. 



 

 

Se$cara e$ko$no$mi, ko$nsume$n yang me$ngalami ke$te$rlambatan 

pe$mbayaran pada umumnya be$rasal dari go$lo$ngan masyarakat 

be$rpe$nghasilan me$ne$ngah ke$ bawah. Ke$tika be$ban finansial me$re$ka 

ditambah de$ngan ke$wajiban me$mbayar de$nda te$tap yang tidak 

me$mpe$rtimbangkan ko$ndisi dan alasan ke$te$rlambatan, maka ke$se$jahte$raan 

me$re$ka justru se$makin te$rte$kan. Dalam be$be$rapa kasus, de$nda yang 

dike$nakan me$njadi pe$nye$bab utama ko$nsume$n tidak mampu me$lunasi 

tagihan po$ko$k, yang pada akhirnya me$nimbulkan pe$mutusan akse$s air 

be$rsih. Hal ini te$ntu be$rte$ntangan de$ngan asas maqashid syariah, khususnya 

dalam aspe$k hifzh al-nafs (pe$rlindungan jiwa) dan hifzh al-mal 

(pe$rlindungan harta), di mana air be$rsih me$rupakan ke$butuhan dasar yang 

wajib dijamin ke$be$rlanjutannya. 

Dari sisi psiko$lo$gis, pe$ne$rapan de$nda juga me$nimbulkan be$ban 

me$ntal bagi ko$nsume$n yang ke$sulitan me$me$nuhi ke$wajiban pe$mbayaran. 

Rasa khawatir akan pe$mutusan layanan, se$rta te$kanan kare$na tidak mampu 

me$mbayar de$nda, dapat me$munculkan ke$ce$masan be$rle$bih yang 

be$rdampak pada kualitas hidup. Dalam hukum e$ko$no$mi syariah, ke$adilan 

tidak hanya diukur dari ke$se$imbangan nilai transaksi, te$tapi juga dari 

ke$be$rpihakan pada go$lo$ngan yang le$mah dan pe$rlindungan te$rhadap 

manusia se$cara me$nye$luruh, baik lahir maupun batin. Maka, praktik de$nda 

yang be$rsifat kaku dan tidak me$mihak ko$nsume$n yang ke$sulitan se$cara 

e$ko$no$mi, dinilai kurang me$nce$rminkan prinsip rahmatan lil 'alamin yang 

me$njadi inti dari ajaran Islam. 



 

 

Pe$nulis me$mandang bahwa salah satu be$ntuk pe$nye$mpurnaan 

ke$bijakan de$nda ini adalah de$ngan me$nginte$grasikan pe$nde$katan ke$adilan 

so$sial be$rbasis syariah, misalnya de$ngan me$ne$rapkan siste$m de$nda yang 

be$rsifat pro$po$rsio$nal dan fle$ksibe$l, me$mpe$rtimbangkan alasan 

ke$te$rlambatan, se$rta me$mbe$ri ruang untuk me$diasi atau pe$nangguhan bagi 

ko$nsume$n te$rte$ntu. Mo$de$l se$macam ini tidak hanya me$njaga hak 

pe$rusahaan se$bagai pe$nye$dia layanan, te$tapi juga me$lindungi ke$pe$ntingan 

ko$nsume$n se$bagai pihak yang dilayani, se$hingga te$rcipta hubungan yang 

harmo$nis dan saling me$nguntungkan. 

De$ngan de$mikian, pe$nulis me$nyimpulkan bahwa pe$ne$rapan de$nda 

ke$te$rlambatan o$le$h PDAM Unit Tirta Khayangan saat ini masih be$lum 

se$pe$nuhnya me$nce$rminkan nilai-nilai ke$adilan dan ke$se$jahte$raan 

se$bagaimana diatur dalam hukum e$ko$no$mi syariah. O$le$h kare$na itu, pe$rlu 

dilakukan e$valuasi dan pe$ninjauan ulang te$rhadap me$kanisme$ 

pe$ne$rapannya, agar se$jalan de$ngan prinsip ke$se$imbangan antara hak dan 

ke$wajiban se$rta me$mpe$rhatikan aspe$k ke$manusiaan yang me$njadi pijakan 

utama dalam e$ko$no$mi Islam. 

Pe$ne$rapan ke$bijakan de$nda ke$te$rlambatan pe$mbayaran o$le$h 

PDAM Unit Tirta Khayangan me$nunjukkan adanya ke$timpangan antara 

tujuan administratif pe$rusahaan dan ke$nyataan so$sial yang dihadapi 

ko$nsume$n. De$nda yang dite$rapkan be$rsifat te$tap dan me$nyamaratakan 

se$luruh ko$nsume$n tanpa me$mpe$rtimbangkan latar be$lakang e$ko$no$mi 

maupun alasan ke$te$rlambatan pe$mbayaran. Hal ini me$nce$rminkan 



 

 

pe$nde$katan ke$bijakan yang le$gal-fo$rmalistik, bukan be$rbasis ke$adilan 

distributif se$bagaimana diajarkan dalam hukum e$ko$no$mi syariah. 

Dalam ko$nte$ks hukum Islam, se$tiap ke$bijakan e$ko$no$mi se$harusnya 

me$ngandung nilai maslahah (kemanfaatan) dan me$nghindari mafsadah 

(kerugian atau ketidakadilan). Namun dalam praktiknya, ke$bijakan de$nda 

le$bih me$nampilkan wajah pe$nalti finansial daripada e$dukasi atau pe$ringatan 

mo$ral. Ko$nsume$n yang te$rlambat me$mbayar bukan hanya me$nanggung 

be$ban tagihan utama, te$tapi juga dihukum se$cara e$ko$no$mi atas ko$ndisi 

yang dalam banyak kasus bukan dise$babkan o$le$h ke$lalaian dise$ngaja, 

me$lainkan ke$te$rbatasan daya be$li. 

Dari sisi ke$se$jahte$raan, de$nda te$rse$but me$njadi be$ban ganda bagi 

masyarakat ke$las bawah. Alih-alih me$ndo$ro$ng ke$sadaran untuk disiplin, ia 

justru me$ngancam akse$s masyarakat te$rhadap layanan dasar se$pe$rti air 

be$rsih. Ke$tika air be$rsih — ke$butuhan prime$r yang dijamin dalam maqashid 

syariah — diko$me$rsialisasi se$cara kaku, maka ke$be$rpihakan siste$m 

te$rhadap masyarakat le$mah patut dipe$rtanyakan. Ke$bijakan ini se$cara tidak 

langsung me$nutup ruang pe$mulihan e$ko$no$mi bagi masyarakat yang se$dang 

be$rada dalam ko$ndisi sulit, se$hingga me$nghambat tujuan utama dari siste$m 

e$ko$no$mi Islam: ke$adilan dan ke$se$imbangan. 

Le$bih lanjut, jika de$nda ini dipe$rtahankan tanpa ko$re$ksi, maka 

pe$rusahaan tidak hanya me$nce$de$rai prinsip syariah, te$tapi juga 

me$nciptakan po$te$nsi alie$nasi so$sial dari ko$nsume$nnya. Ke$tika siste$m 



 

 

de$nda dite$rapkan se$cara abso$lut tanpa me$kanisme$ ke$be$ratan, me$diasi, atau 

ke$ringanan, maka hilanglah ruh ihsan dan kasih sayang dalam pe$layanan 

publik. Ini adalah titik le$mah ke$bijakan yang se$cara mo$ral dan syar‘i patut 

die$valuasi se$cara me$ndalam. 

Pe$nulis be$rpandangan bahwa pe$nde$katan de$nda se$harusnya tidak 

me$njadi alat pe$maksaan administratif, te$tapi dimaknai se$bagai instrume$n 

e$dukatif yang me$mpe$rtimbangkan ke$adilan individual. Alte$rnatif se$pe$rti 

siste$m pe$ringatan be$rtahap, ke$ringanan de$nda bagi ke$lo$mpo$k re$ntan, atau 

pro$gram re$strukturisasi pe$mbayaran adalah o$psi yang le$bih se$laras de$ngan 

nilai-nilai Islam dan e$tika pe$layanan publik. 

De$ngan de$mikian, ke$bijakan de$nda saat ini tidak hanya be$rmasalah 

se$cara o$pe$rasio$nal, te$tapi juga be$rte$ntangan se$cara prinsipil de$ngan nilai-

nilai hukum e$ko$no$mi syariah. Jika PDAM Unit Tirta Khayangan ingin 

me$mpe$rtahankan ke$pe$rcayaan publik se$kaligus me$njunjung e$tika so$sial 

ke$islaman, maka ke$bijakan ini wajib ditinjau ulang dan diarahkan pada 

pe$nde$katan yang le$bih manusiawi, adil, dan maslahat.



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Pe$ne$rapan Ke$bijakan De$nda Ke$te$rlambatan Pe$mbayaran Air PDAM Unit 

Tirta Khayangan yang dibe$rikan ke$pada pe$langgan yang tidak 

me$laksanakan ke$wajibannya untuk me$mbayar tagihan air me$rupakan salah 

satu ke$se$pakatan dalam pe$rjanjian yang dilakukan o$le$h pihak PDAM Unit 

Tirta Khayangan dan pe$langgan pada saat calo$n pe$langgan me$lakukan 

pe$ndaftaran. Di awal pihak PDAM me$nje$laskan ke$pada pe$langgan bahwa 

batas waktu pe$mbayaran yaitu tanggal 20 se$tiap bulan, le$wat dari ini maka 

akan dike$nakan de$nda. Adapun be$sar tarif de$nda yang dibe$rikan minimal 

Rp. 5000. dan maksimal se$be$sar Rp.15.000. PDAM Unit Tirta Khayangan 

me$mbe$rikan to$le$ransi ke$te$rlambatan sampai 3 hari. Pe$langgan yang me$nunggak 

se$lama 3 bulan be$rturut-turut akan ditindak be$rupa pe$nutupan se$me$ntara atau 

dise$ge$l, atau dicabut me$te$rannya. 

2. Dampak Pe$ne$rapan Ke$bijakan De$nda Ke$te$rlambatan Pe$mbayaran PDAM 

dalam pe$rspe$ktif hukum e$tika bisnis syariah yaitu dibo$le$hkan kare$na tidak 

be$rte$ntangan de$ngan hukum Islam, se$lama masih se$suai de$ngan syarat yang 

dite$ntukan dalam ko$mpilasi hukum e$ko$no$mi syariah. Se$bab de$nda 

te$rse$but me$rupakan bagian dari pe$rjanjian yang te$lah dise$pakati o$le$h 

pe$langgan pada saat me$lakukan pe$ndaftaran. Pe$ne$rapan sanksi de$nda 

te$rse$but be$rtujuan untuk me$ndatangkan manfaat dan me$nghindari 

ke$mudharatan. Disamping itu juga manfaatnya me$njadikan pe$langgan 



 

 

me$njadi so$so$k yang disipliln dalam me$lakukan ke$wajiban me$mbayar 

tagihan dan me$nghindari mudharat agar tidak ada salah satu pihak yang 

dirugikan. 

B. Saran 

 

1. Pihak PDAM Tirta Khayangan se$ge$ra me$mpe$rbaiki layanan agar dapat 

me$me$nuhi Hak- Hak Ko$nsume$n diatur se$suai UUPK. Se$rta Pihak PDAM 

pe$rlu me$ningkatkan pe$layanan agar te$rpe$nuhinya Hak-Hak Ko$nsume$n Dan 

harus me$mastikan bahwa sudah be$rtanggung jawab atas ke$lalaian dari pihak 

PDAM Tirta Khayangan di Ko$ta Sungai Pe$nuh 

2. De$ngan me$mpe$rbaiki pe$layanan, dan me$nambah SDM maka akan 

me$mpe$rmudah dan me$mpe$rce$pat pe$ke$rjaan dalam me$ngatasi 

pe$rmasalahan yang te$rjadi, agar tidak adanya alasan dalam ke$te$rlambatan 

pe$rbaikan yang me$rugikan ko$nsume$n. 
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